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RANGKUMAN

Tujuan dari pelayanan prima adalah memuaskan dan atdu sesuai dengan
keinginan pelanggan. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang
sesuai dengan kebutuhan dan atau keinginan pelanggan. Zeithaml (1990) seperti
dikutip Yun Yong dan Loh (1998) menyatakan bahwa mutu pelayanan didefinisikan
oleh pelanggan. Oleh karena itu mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan
atau keinginan dengan kenyataan.

Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus sebagai organisasi pelayanan
publik di dalamnya mencakup kegiatan pelayanan berbagai pajak baik perorangan
maupun organisasi. Arah kegiatan pelayanan adalah memberikan kepuasan pada
masyarakat dalam hal ini wajib pajak. Seluruh kegiatan pelayanan pada Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus diarahkan guna memberikan pelayanan
masyarakat yang secara langsung memberikan kontribusi pendapatan. Pendapatan dari
pajak inilah yang mendukung kegiatan pembangunan.

Berkaitan dengan pelayanan yang ‘diarahkan guna memberikan kepuasan
bagi masyarakat dalam hal ini wajib pajak, telah ditetapkan Aturan baku yang terbaru
bagi kegiatan pelayanan di organisasi publik ditetapkan melalui Keputusan Men.PAN
Nomor : 25 / KEP / MPAN / 2 / 2004, yang di dalamnya menentukan kriteria
pelayanan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur
minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

Berdasar hasil kajian melalui penelitian yang dilakukan pada Kantor Bersama
Samsat Kabupaten Kudus berkaitan dengan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), didapatkan beberapa pokok penting sebagai kesimpulén. Dalam penelitian
yang mengunakan metode kuantitatif guna menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM), dilakukan pembagian kuesioner untuk diisi oleh 150 responden. Dari hasil
pengumpulan data diperoleh kesimpulan bahwa responden merasa bahwa pelayanan
pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus dirasa karang baik dengan nilai

konversi IKM sebesar 49.50.atau nilai interval IKM sebesar 1,98.
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Dengan tidak mengesampingkan apa yang ;sudah baik dalam kegiatan
pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kuciius sesuai dengan pengukuran
terhadap 14 unsur yang menjadi indikator pengukuran: IKM, ada beberapa hal yang
menjadi kesimpulan sebagai gambaran sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga ) unsur dinilai oleh responderi dengan kategori tidak baik,
dan merupakan penilaian yang paling rendah. Ke:tiga unsur tersebut adalah :
a. Kejelasan petugas pelayanan, i
b. Kompieksitas fungsi pelayanan |
¢. Keadilan mendapatkan pelayanan,. :
2. Sebanyak 10 ( sepuluh) unsur dinilai oleh respoinden dengan kategori kurang
baik, yaitu : '

a. Prosedur pelayanan,

=3

Persyaratan pelayanan,
Kedisiplinan petugas pelayanan,

Kemampuan petugas pelayanan,

Kesopanan dan keramahan petugas,

Kewajaran biaya pelayanan ,

Bgw oo oo o

Kepastian biaya pelayanan,

[N

|

|

|

|

|

!

i

|

i

|

Kecepatan pelayanan, i

i

|

|

|

!

Kepastian jadwal pelayanan, ;

J- Kenyamanan lingkungan, :

3. Satu — satunya unsur yang mendapat penilaiah baik oleh para responden
adalah unsur keamanan peiayanan , i

Keempat belas ukuran baku sebagai indeks kepuasan masyarakat tersebut di

atas merupakan hal penting yang mesti dikembangkah pada organisasi publik dan

secara terus—menerus dibenetlhi guna memberikan ikepuasan bagi masyarakat.

Konsumen yang merasa tidak puas secara psikologi akan merasa tertekan. Tindakan

selanjutnya adalah mengeluh dan mempunyai hasrat! untuk mengajukan keluhan.

|
Penanganan keluhan yang efektif dapat menimbulkan pengaruh yang kuat pada tingkat
|

retention konsumen, menangkis merebaknya pemberitaan yang tidak baik dan




memperbaiki kinerja lini bawah Guna dapat memberikan wacana khususnya pada
Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus.

Semua hal yang telah tertata dalam organisasi hendaknya .terus - menerus
dibenahi ke arah yang lebih baik. Upaya ini diharapkan dapat membawa organisasi
dalam pencapaian tugas dan tanggung jawab utama sebagai organisasi pelayanan pada
masyarakat. Masyarakat wajib pajak adalah tulang punggung dalam kegiatan
pembangunan dengan peran aktif yang dilakukan melalui pembayaran pajak. Sudah
semestinya instansi publik dalam hal ini Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus
perlu memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat dalam memperoleh
pelayanan. -

Pentingnya kerelaan hati petugas, kecepatan, ketepatan dan sikap petugas
untuk lebih terus-menerus dibenahi. Masyarakat akan memberikan kontribusi yang
positif apabila hal tersebut dapat lebih ditingkatkan. Petugas diharapkan lebih mampu
memberikan kompetensinya dengan didukung penguasaan teknologi informasi, serta
iklim organisasi yang kondusif. Keuntungan yang dapat dirasakan bagi kedua belah
pihak adalah adanya ketepatan dan kecepatan pelayanan pajak pada Kantor Bersama
Samsat Kabupaten Kudus
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ABSTRAKS

Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus sebagai organisasi pelayanan publik di
dalamnya mencakup kegiatan pelayanan berbagai pajak baik perorangan maupun
organisasi. Berkaitan dengan pelayanan yang diarahkan guna memberikan kepuasan
bagi masyarakat dalam hal ini wajib pajak, telah ditetapkan Aturan baku yang terbaru
bagi kegiatan pelayanan di organisasi publik ditetapkan melalui Keputusan Men PAN
Nomor : 25 / KEP / M.PAN / 2 / 2004, yang di dalamnya menentukan criteria
pelayanan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur
minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Hasul
perhitungan IKM menunjukkan bahwa pelayanan pada Kantor Bersama Samsat
Kabupaten Kudus dirasa kurang baik dengan nilai konversi IKM sebesar 49.50.atau
nilai interval TKM sebesar 1,98. Semua hal yang telah tertata dalam organisasi
hendaknya tetiss — menerus dibenahi ke arah yang lebih baik. Upaya ini diharapkan
dapat membawa organisasi dalam pencapaian tugas dan tanggung jawab utama
sebagai organisasi pelayanan pada masyarakat. Sudah semestinya instansi publik
dalam hal ini Kantor Bersama Samsat Kabuapaten Kudus perlu memperhatikan apa
yang menjadi keluhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pelayanan yang
memberikan kepuasan pada masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab dan
konsekuensi bagi organisasi publik dalam menjalankan fungsi oirganisasi.

Kata Kunci ; Kualitas Pelayanan , Kepuasan Masyarakat
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ABSTRACT

Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus as public service organization is including
various taxes service both individually and organizationally. In order to give
satisfaction to community, especially tax payers, there are newly Primary Rule
established for service activity in public organization through Keputusan Men PAN
Nomor: 25/KE§/M.PAN/2/2004, that determined 14 service criteria that “relevant,
valid, and réiiable”, as minimum requirement that must be exist as a basic
measurement of community satisfaction index. IKM calculation results show that
service at Kantor Bersama Samsat Kudus is not good enough with IKM conversion
value of 49.50, or IKM interval value of 1.98. Everything organized in organization
must be oriented toward better direction. These efforts are hoped to bring organization
to achieve main tasks and responsibilities as service organization for community. It is
imperative that public organization such as Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus
considers community’s grievance to get service. The services that give satisfaction are
responsibility and consequence for public organization as their organizational

function.

Keywords: Service Quality, Community Satisfaction
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BAB 1

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Arus globalisasi dan regionalisasi perekonomian yang muncul selama ini
akan berdampak baik positif maupun negatif pada perekonomian nasional yang
pada akhirnya memberi pengaruh pada kondisi perekonomian suatu daerah.
Fenomena perckonomian yang demikian ini cenderung menuntut adanya peran
aktif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjadikan
kondisi tersebut bukan saja sebagai suatu “tantangan” pamun juga
“kesempatan” bagi daerah untuk mengambil prakarsa dan konsolidasi secara
dini, bertahap, dan berkelanjutan guna mengembangkan pemerintahan yang
mampu, mandiri dan terpercaya. Dengan kata lain pemerintah daerah dituntut
lebth banyak dalam menggali potensi ekonomi daerahnya, dan memainkan
peranan yang besar dalam merangsang aktivitas ekonomi daerah untuk
meningkatkan dan membina kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan
penyclenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan - pelayanan kepada
masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu Pamudji (1982:62) mengatakan bahwa :

“Keuangan daerah inilah-yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah
tangganya sendiri, kemampuan dalam arti sampai seberapa jauh daerah dapat

menggali sumber-sumber keuangannya guna membiayai keperluan-keperluan
sendiri tanpa semata-mata menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi




pemerintah pusat”.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Koswara (2000:50) bahwa ;

“Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi
terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus
memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber
keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup
memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga
PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh
kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat
mendas_ar dalam sistem pemerintahan negara”.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah dalam
melaksanakan otonomi terletak pula pada kemampuan dacrah dalam mengelola
keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memilikj kewenangan dan
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dacrahnya.

Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Dinas
Pendapatan Daerah (Dipenda) dengan kewenangannya dituntut lebih banyak
dalam menggali potensi perekonomian daerahnya. Untuk mewujudkan itu,
Dipenda Provinsi Jawa Tengah dituntut adanya kemampuan manajerial
pengelolaan keuangan dalam menggali potensi ekonomi yang ada di wilayahnya.
Pengelolaan keuangan daerah dimaksud adalah keseluruhan tatanan, perangkat,

kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan

belanja daerah.




Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan
dana dari masyarakat bagi pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Dengan dana ini, pemerintah daerah
terutama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah akan dapat menyediakan social
overhead capital yang memadai. Keberadaan sosial overhead capital dapat
menentukan pula keberhasilan daerah dalam diversifikasi produk, perluasan
perdagangan, mendukung perkembangan penduduk, pengentasan kemiskinan, dan
perbaikan kondisi lingkungan hidup masyarakatnya. Bagi Pemerintah Propinsi
Jawa Tengah, sumber-sumber penerimaan yang tersedia untuk pembiayaan
seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tersebut
haruslah bersumber dari potensi daerah sendliri. Dengan kata lain keuangan
daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang marﬂpu meningkatkan
penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkel\nbangan
perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan
serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu (Weiss, 1995:323).

Namun pada sisi lain, dengan masih terlihat banyaknya pengarahan-
pengarahan, perintah-perintah, target-target dan rencana-rencana dari pemerintah
pusat yang dibebankan pada Daerah telah menjadikan inisiatif dan otoritas daerah
dalam penggunaan dana tersebut menjadi sangatlah terbatas. Daerah Provinsi
maupun Kabupaten/Kota hanya diberikan kewajiban dan ketaatan pada aturan
yang menjadi media pengawasan pusat terhadap keputusan-keputusan Pemerintah

Pusat.
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Pada bidang pelayanan publik, persoalan utama terletak pada kenyataan bahwa
pemerintah pusat secara terus menerus masih mengintervensi secara Ad Hoc
kepentingan-kepentingan daerah dengan alasan melaksanakan pelayanan yang lebih
umum. Hal ini khususnya terjadi pada pemberian proyek-proyek bantuan pemerintah
pusat vang sama sekali tidak memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk
memilih kebutuhannya sesuai dengan skala prioritas.

Kondisi demikian sudah barang tentu telah membatasi kesempatan kepada
Dipenda Propinsi Jawa Tengah dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai
dengan rencana kerja dan potensi yang dimiliki serta kemampuan dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan pendapatan di daerah. Prosedur kerja seperti itu,
menggambarkan bagaimana dana-dana Pemerintah Pusat yang dialokasikan dan
diawasi telah menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan pendapatan Dipenda
Propinsi Jawa Tengah yang pada akhirnya akan mempersempit ruang lingkup otoritas
Dipenda Propinsi Jawa Tengah yang sebenarnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000
sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

1997 yang mengalokasikan sebagian besar jenis-jenis pajak yang “gemuk”’ bagi
Pemerintah Pusat merupakan salah satu penyebab keterbatasan kemampuan
Dipenda Propinsi Jawa Tengah dalam menggali sumber-sumber penerimaan.
Kondisi semacam ini jelas tidak akan mampu mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Propinsi sebagai daerah otonom sebagaimana yang diharapkan.

Padahal penyelenggaraan Otonomi itu sendiri perlu diimbangi dengan




kemampuan menggali dan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber
pembiayaan pelayanan pendapatan daerah sesuai dengan prioritas dan preferensi
Dipenda Propinsi Jawa Tengah.

Dari aspek keuangan daerah, arah pengembangan kemandirian keuangan
Daerah Propinsi Jawa Tengah pada prinsipnya mencakup 2 (dua) dimensi
penataan sektor publik, vaitu penataan aspek pendapatan (revenue side) dan
aspek pengeluaran (expenditure side). Dengan memfokuskan aspek yang pertama,
upaya penataan pendapatan dacrah memang dihadapkan pada persoalan yang
dilematis. Di satu pihak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dituntut untuk
memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan memperbaiki pelayanan
kepada masyarakat, di lain pihak kemandirian kemampuan keuangan daerah
secara nyata. masih sangat terbatas yang tercermin dari masih rendahnya
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD tiap tahunnya.

Sejalan dengan itu, salah satu hal penting dalam peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Pr0pinsj Jawa Tengah sebagai upaya mengurangi
ketergantungan keuangan daerah adalah dengan mengupayakan peningkatan
penerimaan pendapatan daerah yang berasal dan pajak daerah dan retribusi
daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam upaya
mengintensifkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini maka timbulah
sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang di sebut Kantor Bersama
Samsat. Dengan sistem tersebut pembayaran PKB dikaitkan dengan pengurusan

STNK, BPKB dan premi asuransi Jasa Raharja Pada saat ini untuk wilayah




Provinsi Jawa Tengah, keberadaan Kantor Bersama Samsat telah tersebar di
seluruh daerah Kabupaten/Kota, salah satu di antaranya Kantér Bersama Samsat
Kabupaten Kudus.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor
3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) diharapkan akan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah yang potensial, karena sebagian besar
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat di Jawa Tengah akan didukung dari penerimaan pajak tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, sudah sewajarnya dan perlu
bahwa sistem administrasi dan sistem pemungutan (collecting system) pajak
daerah, khususnya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan PKB
dan BBNKB untuk dianalisis dan diketahui seberapa besar sebenarnya sumber
atau potensi PKB yang dapat atau harus dibayarkan, selain mengetahui cara
penarikan yang tepat dan rumus penetapan besarnya pajak vang harus dipungut.

Menyadari begitu kompleksnya faktor-faktor yang ‘mempengaruhi upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah terutama
penerimaan yang berasal dari PKB itu, perlu kiranya dilakukan studi penelitian

terhadap permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk

‘melakukan penelitian terhadap faktor-faktor “yang tidak dapat dikendalikan”

terutama terhadap indikator upaya pajak, hasil guna (efektivitas) pajak, dan daya




guna (efisiensi) pada PKB.

Pada masa lalu masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang akan mengurus
Surat Tanda Nomor Kendaraan/Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (STNK/BPKB),
Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB),
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLIJ) harus pergi ke
beberapa tempat (kantor/instansi) sesuai dengan lokasi instansi yang berwenang
dalam bidangnya masing-masing. Instansi tersebut adalah Polres/Kepolisian yang
berwenang dalam bidang penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi yang
berwenang dalam bidang PKB/BBNKB, dan ke Kantor Asuransi Jasa Raharja yang
berwenang dalam bidang SWDKLLJ. Lokasi instansi-instansi tersebut pada umumnya
berjauhan dan bahkan berada di lain dacrah sehingga memerlukap waktu, tenaga dan
biaya yang tidak sedikit. Dengan kondisi tersebut menjadikan kualitas pelayanan
tethadap masyarakat sangat rendah dan mengakibatkan adanya keengganan
masyarakat mengurus dokumen kendaraannya. Akibat selanjutnya adalah banyaknya
pemilik kendaraan bermotor yang tidak dilindungi/dilengkapi dokumen yang sah,
pemasukan pajak kepada dacrah menjadi tersendat, dan banyak yang tidak terlindungi
oleh jaminan asuransi kecelakaan.

Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah berupaya untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor,
dalam pengurusan STNK/BPKB (dari segi regulasi dan security), pembayaran
PKB/BBNKB (sebagai fungsi budgeter) , dan pengurusan SWDKLLJ (sebagai fungsi

security dan budgeter). Untuk maksud tersebut terbitlah Surat Keputusan Bersama




(SKB) Tiga Menteri yaitu Menhankam (waktu itu), Mendagri, dan Menteri Keuangan.
SKB tersebut untuk yang terakhir diperbaharui/ditindaklanjﬁti dengan Instruksi
Bersama Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan dan Mendagri Nomor
Ins/02/11/1993, Nomor 01/IMK.01/1993 dan Nomor 2 A Tahun 1993 tentang
penyempurnaan Pelaksanaan Sistemn Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap
(SAMSATj dalam pengeluaran STNK, BPKB, TNKB, Pembayaran PKB/BBNKB
dan SWDKTLJ. Dengan adanya SKB tersebut maka pelayanan STNK, BPKB, TNKB,
pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dijadikan satu lokasi yang disebut Kantor
Bersama. Di daiar"n” Kantor Bersama terdapat tiga instansi yang berbeda
kewenangannya namun dalam hal sistem dan prosedur pelayanan kepada masyarakat
menjadi satu dan saling berhubungan/terkait dengan sistem ban berjalan. Dengan
demikian masyarakat yang akan mengurus dokumen-dokumen kendaraan bermotor
cukup datang di satu lokasi sehingga lebih mudah, cepat dan efisien. Dalam proses
pelayanannya pun bersemboyan “one day services™ atau satu hari selesai.

Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kudus, pelaksanaan pelayanan “one
day services” atau satu hari selesai belum sepenuhn&a dapat dilaksanakan. Hal ini
dapat dilihat dari data objek pendaftar pada bulan Agustus-tahu 2004 masih terdapat
permasalahan pelayanan yang tidak dapat diselesaikan satu hari. Berikut data yang
menunjukkan masih belum dapat dilaksanakannya pelayanan “one day services” atau

satu hari selesai.




Tabel 1.1.
Data Objek Pendaftaran, Penyelesaian Dan Tunggakan
PKB Pada Kantor Bersama Samsat Kudus

Bulan Agustus 2004
NO | TANGGAL | TUNGGAKAN | PENDAFTARAN | JUMLAH | PENYELESAIAN | TUNGGAKAN
YLL PENDAFTAR
1 | 02-8-2004 157 720 877 566 - 311
2 03-8-2004 311 563 874 506 278
3 | 04-82004 278 476 754 565 189
4 05-8-2004 189 516 705 515 190
5 | 06-8-2004 190 630 820 493 327
6 | 07-8-2004 327 357 684 323 361
7 09-8-2004 361 620 981 678 303
8 | 10-8-2004 303 560 863 663 200
9 | 11-8-2004 200 434 634 493 141
10 | 12-8-2004 141 667 808 531 277
11 | 13-8-2004 277 584 861 582 279
12 | 14-8-2004 279 307 586 396 190
13 | 16-8-2004 190 508 698 538 160
14 | 18-8-2004 160 520 680 501 179
15 | 19-8-2004 179 542 721 537 184
16 | 20-8-2004 184 585 769 522 247
17 | 21-8-2004 247 361 608 406 202
18 | 23-8-2004 202 713 815 642 273
19 | 24-8-2004 273 408 681 553 128
20 | 25-8-2004 128 484 612 401 211
21 | 26-8-2004 211 563 774 536 238
22 | 27-8-2004 238 416 654 463 191
23 | 28-8-2004 191 299 490 - 282 208
24 | 30-8-2004 208 434 642 510 132
25 | 31-8-2004 132 225 367 237 120

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kudus




Berdasar data di atas pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kudus masih
belum memberikan gambaran pelayanan yang memberi kepuasan pada masyarakat
sebagai konsumen. Secara umum organisasi publik dituntut untuk memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya atau yang sering disebut pelayanan prima. Untuk
membahas tentang pelayanan prima terlebih dahulu perlu memahami pengertian
pelayanan. Pelayanan adalah suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang
maupun jasa dalam rangka pemenuban kebutuhan masyarakat sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN 81/93) Sendi-sendi pelayanan
prima menurut SK MENPAN terdiri dari 8 sendi, yaitu

a. Kesederhanaan, artinya bahwa prosedur pelayanan mudah, lancar, cepat,
tidak berbelit-belit, mudah difahami dan dilaksanakan.

b. Kejelasan dan kepastian .

¢. Keamanan, artinya proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan
keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum .

d. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur, persyaratan, pejabat penanggung
jawab pemberi pelayanan, waktu, rincian biaya dan sebagainya yang

berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara
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terbuka agar mudah diketahui dan difahami oleh masyarakat, baik diminta

maupun tidak diminta.

. Efisien, artinya persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal

yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan.

Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan
secara wajar dengan memperhatikan aspek nilai barang dan jasa, kondisi dan
kemampuan masyarakat, dan ketentuaan peraturan perundang-undangan

yang berlaku,

. Keadilan yang merata.

. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan umum dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pelayanan adalah
suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.
Pelayanan merupakan kegiatan/keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau
perorangan kepada konsumen/customer yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat
dimiliki (Daviddow dan Uttal, 1998). Dalam pelayanan yang disebut konsumen
(customer) adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari-aktivitas yang dilakukan
oleh organisasi atau petugas dari organisasi pemberi layanan. Pelayanan yang
dikatakan tidak berwujud tersebut berarti bahwa pelayanan itu hanya dirasakan.
Norman (1991) mengetengahkan karakteristik pelayanan sebagai berikut : |

a. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya

dengan barang jadi .
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b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan
pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial. |
¢. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata,
karena pada umumnya kejadiannya bersamaan .dan terjadi di tempat yang
sama.
Karakteristik tersebut dapat dijadikan dasar bagaimana memberikan pelayanan yang
terbaik (prima). Pengertian yang lebih luas seperti dikemukakan Daviddow dan Uttal
(1989) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan
pelanggan (whatever enhances éu-..s'tomer sastisfaction).

Layanan dan dukungan kepada customer (pelanggan) dapat bermakna sebagai
suatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan bagi pelanggannya, selalu dekat
dengan pelanggannya, sechingga kesan yang menyenangkan senantiasa diingat oleh
para pelanggannya. Selain itu membangun kesan yang dapat memberikan citra positif
di mata pelanggan karena jasa pelayanan yang diberikan dengan biaya yang
terkendali/terjangkau bagi pelanggan yang membuat pelanggan terdorong/termotivasi
untuk bekerjasama/berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan yang prima.

Tujuan dari pelayanan prima adalah memuaskan dan atau sesuai dengan
keinginan pelanggan. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang
sesuai dengan kebutuhan dan atau keinginan pelanggan. Zeitham! (1990) seperti
dikutip _Yun Yong dan Loh (1998) menyatakan bahwa mutu pelayanan didefinisikan

oleh pelanggan. Oleh karena itu mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan
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atau keinginan dengan kenyataan. Sejalan dengan hal tersebut maka dimensi yang
sangat melekat dengan mutu pelayanan adalah :
a. Tak nyata: penampilan fasilitas fisik, peralaten, tenaga kerja, dan metode
yang digunakan dalam berkomunikasi dengan pelanggan.
b. Daya uji : kemampuan menunjukkan sebagai jasa yang dapat diandalkan dan
akurat seperti yang dijanjikan (standar).
¢. Daya tanggap ; kemauan membantu pelanggan dan menyediakan layanan
dengan segera.
d. Ketrampilan : memiliki keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk
memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan.
€. Keramahan : sopan dan santun, penghargaan, perhatian, dan persahabatan,
dart orang yang menghubungi.
f. Kredibilitas : ketulusan, kepercayaan, kejujuran dari pemberi layanan.
g. Keamanan : kebebasan dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan.
h. Akses : kemudahan untuk didekati dan atau dihubungi.
1. Komunikasi : memberikan pengetahuan yang dapat dipahami oleh pelanggan
dan mendengarkan mereka.

Berdasar pada beberapa hal tersebut di atas, Kantor Bersama Samsat
Kabupaten Kudus sebagai organisasi publik yang mempunyai ruang gerak pelayanan
publik, terdapat berbagai hal yang membutuhkan perhatian. Beberapa hal yang
memang sangat perlﬁ diperhatikan berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada Kantor

Bersama Samsat Kabupaten Kudus diharapkan dapat segera dibenahi. Apabila upaya




terus — menerus dalam pembenahan kegiatan pelayanan pada masyarakat diharapkan
dapat memberikan kontribusi dalam hal ini peningkatan pendapatan daerah.

Dengan adanya sistem baru pada proses pelayanan pengurusan STNK, PKB
dan BBNKB, memang sangat memudahkan masyarakat Dalam pergurusan dokumen-
dokumen kendaraan bermotor yang dimiliki dan kualitas pelayanan terhadap
masyarakat menjadi meningkat. Apalagi dengan dibukanya Kantor Bersama di setiap
Kabupaten maka jarak menjadi semakin dekat, waktu pelayanan semakin cepat karena
volume pekerjaan dibagi-bagi, secara keseluruhan biaya lebih murah dan pendapatan
daerah meningkat (untuk pembiayaan pembangunan/pemerintahan).

Walaupun secara umum tingkat pelayanan semakin baik namun masih

dijumpai permasalahan-permasalahan antara lain :
a. Internal

- karena kewenangan masing-masing instansi tidak bisa dicampuri oleh

instansi lain akibatnya tidak ada satu pimpinan yang berwenang penuh

untuk bisa mengatur selurvh instansi'di Kantor Bersama schingga jika

ada permasalahan harus mengadakan koordinasi lebih dahulu dan
memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya ;

- adanya egoisme terhadap instansinya masing - masing karena

- menganggap yang paling berwenang dalam bidangnya  sehingga

menyulitkan dalam koordinasi :
- masih ada petugas yang belum memahami tugas dan fungsinya sebagai

aparat pelayanan pﬁblik ;
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. Eksternal

masih banyak masyarakat yang kurang memahami persyaratan-
persyaratan yang diperfukan dalam pengurusan kendaraan bermotor

masih banyak masyarakat yang kurang memahami/menyadan fungsi

- dokumen-dokumen kendaraan bermotor terhadap keamanan pemilikan

- kendaraan bermotor ;

\y

masih banyak masyarakat yang belum menyadari peranan dan fungsi
pyjak dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan
pembangunan ;

masih banyak masyarakat yang memilih jalan pintas/tidak melalui
prosedur yang ditentukan dalam pengurusan surat-surat kendaraan
bermotor ;

masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya sebagai
warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

Masih adanya anggapan dari masyarakat yang merasa proses pelayanan
di Kantor Bersama Samsat berbelit-belit dan lama ;

Masih adanya masyarakat yang merasa dipermainkan atau dipersulit
oleh petugas Kantor Bersama Samsat pada saat mengurus surat/dokumen

kendaraannya ;
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B. Identifikasi Masalah

Indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan‘ di Kantor Bersama,
baik di Kudus maupun di daerah lain, sebagaimana dapat dilihat pada harian Suara
Merdeka tanggal 9 September 2004 yang berbunyi : “Samsat Kudus pelayanannya
tidak mengenakkan. Harus dibenahi (081-80240xxxx)”.

Seperti yang telah dibahas pada latar belakang dan berdasar hasil kajian
lapangan bérdasar pendapat masyarakat umum tentang pelayanan pada Samsat
khususnya_ Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus ,terdapat beberapa faktor
penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kudus
untuk menuju tingkat pelayanan yang prima dapat dianalisis sebagai berikut

a. Lingkungan/fisik
Sarana dan prasarana fisik pada Kantor Bersama Samsat Kudus secara
umum telah tersedia dan cukup representatif antara lain tempat/gedung
yang luas dilengkapi dengan komputer, ruang tunggu, pesawat TV, kursi
dan meja tunggu, tempat parkir yang cukup luas, kantin, dan tempat foto
copy ;

b. Proses/prosedur
Proses yang harus dijalani oleh masyarakat secara umum sudah
memenuhi prosedur. Pada beberapa hal masih dijumpai kesan terlalu

rumit pada proses pelayanan dengan muncul kesan seperti di pingpong.
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. Komunikasi

Komunikasi sangat dipengaruhi oleh sikap, tingkat 'laku, motivasi para
komunikator, terutama dari pihak penyedia pelayanan, pemahaman para
penyedia layanan terhadap fungsi dan tugasnya. Di sini nampaknya masih
ada beberapa personal yang kurang ramah, kurang sopan, kurang tanggap
terhadap kebutuhan costumer (masyarakat) karena masih ada pemahaman
bahwa petugaslah yang dibutuhkan untuk membantu dan melancarkan
pelayanan,

. Sumber Daya Manusia

Dari sisi kuantitas personal yang bertugas di Kantor Bersama Samsat Kudus
sudah cukup memadai. Namun yang juga sangat menentukan dalam proses
pelayanan adalah kualitasnya. Fakior tingkat pendidikan memang sangat
mempengaruhi kualitas personal. Tingkat pendidikan para personai di Kantor
Bersama Samsat Kudus paling banyak berpendidikan SLTA yaitu sebagai
pelaksana/staf. Sedangkan kepala seksi dan kepala urusannya berpendidikan
Sarjana Muda. Namun dalam memahami fungsinya sebagai aparat pelayanan
yang harus memuaskan pelanggan nampaknya masih kurang sehingga dalam
melayam1 kadang-kadang bersikap sebaliknya. Hal tersebut nampaknya
mempunyai motivasi “lain” (untuk kepentingan pribadi) memanfaatkan
keadaan pelanggan yang merasa perlu untuk mengurus kendaraannya. Hal ini
tentu saja sangat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Di lain pihak masih

dijumpai adanya masyarakat yang ingin mencari cepat dalam pelayanan
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namun mengabaikan prosedur, aturan dan kepentingan orang lain. Selain itu
juga adanya pemahaman yang kurang mengenai haknya sebagai warga
negara yang harus mendapatkan pelayanan yang baik.

Berdasarkan kajian lapangan maka di antara beberapa faktor yang
mempengaruhi kualitas pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kudus, yaitu
lingkungan fisik, komunikasi, sumber daya manusia, dan proses/prosedur menjadi
acuan bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh. Penekanan dalam penelitian ini lebih
pada kuéli’tas pelayanan publik dalam memberikan kepuasan kepada konsumen dalam

hal ini masyarakat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta berpatokan pada
di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai
berikut :

1. Apakah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan sudah
cukup baik ?

2. Apakah persyaratan teknis dan administratif yang  diperlukan
untuk mendapatkan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
sudah sesuai ?

Apakah keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan

9%

i8




10.

11

pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung

jawabnya) sudah ditetapkan secara jelas ?

Apakah kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan
terutama terhadap konsistensi waktu kerja sudah sesuai ketentuan
vang berlaku ?

Apakah kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan berjalan dengan
baik?

Apakah tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas
dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat
sudah cukup baik ?

Apakah target waktu pelayanan dapat disclesaikan dalam waktu
vang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor ?

Apakah dalam pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan
golongan/status masyarakaf yang dilayani ‘?

Apakah sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling
menghargai dan menghormati sudah dilakukan dengan baik ?
Apakah masyarakat dapat menjangkau terhadap besarnya biaya
vang ditetapkan oleh kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus ?

Apakah sudah terdapat kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
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dengan biaya yang telah ditetapkan ?

12. Apakah pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan ?

13. Apakah kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi,
dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada
penerima pelayanan sudah terpenuhi ?

14. Apakah sudah terjamin tingkat keamanan lingkungan pada Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus ?

Keempat belas permasalahan yang dirumuskan di atas akan peneliti analisis
dengan menggunakan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai
dengan prinsip pelayanan sebagaimana telah d.itetapkan dalam Keputusan

Men.PAN No: 25/KEP/M.PAN/7/2004.

D. Tujuan Penelitian
D.1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini tujuan secara umum yang ingin dicapai adalah untuk
mengkaji tentang kegiatan pelayanan publik vang di dalamnya mencaka faktor —
faktor yang mempengaruhi dalam upaya memberikan kepuasan kepada konsumen
(masyarakat ).Beberapa hal prinsip yang menjadi tujuan umum penelitian dengan
metode perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meliputi berbagai hal,

diantaranya scbagai berikut :
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1. Untuk mengetahui tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah
dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

2. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

3. Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap
hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan
Daerah; -

4, Untuk memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada
lingkup Pemerintah Pusat dari Daerah dalam upaya peningkatan kinerja

pelayanan;

D.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan serta berpatokan pada metodologi penelitian,
maka dapatiah dirumuskan beberapa hal penting yang menjadi tujuan khu/sus
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. .Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal kemudahan tahapan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan
alur pelayanan .

2. Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal persyaratan teknis dan
administratif yang - diperlukan untuk mendapatkan pelayanan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB).

3. Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal keberadaan dan kepastian
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petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggung jawabnya) . |

Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal kesungguhan petugas
dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja .

. Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan .
. Mengukuf indeks kepuasan masyarakat dalam hal tingkat keahlian dan
keteramiiilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan
p'éi.a.iyanan kepada masyarakat.

. Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal target waktu pelayanan
oleh unit penyelenggara pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor.

. Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal pelaksanaan pelayanan
dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani .

- Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah

serta saling menghargai dan menghormati

10. Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal kemampuan masyarakat

dalam menjangkau terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus.
11.Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal kesesuaian antara biaya

yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

12.Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam hal pelaksanaan waktu
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pelayanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

13. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal kondisi sarana dan
prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat
memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

14. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal terjaminnya tingkat

keamanan lingkungan pada kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus.

- E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan pelayanan publik pada Kantor Bersama
Samsat Kudus diharapkan dapat memberikan k_egunaan , diantaranya :

L. Secara teoritis akan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan
pengembangan yang berkaitan dengan konsep kualitas dan pelayanan
publik dalam memberikan kepuasan konsumen ( masyarakat ).

2. Secara akademis dapat menambah khasanah bacaan bagi lingkungan
almamater dalam memberikan informasi bagi semua pihak yang
berkepentingan.

3. Secara praktis terutama bagi Kantor Bersama Samsat Kudus menjadi
wacana dalam kegiatan pelayanan pada masyarakat , meliputi :

- Diketahut kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur

dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah
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dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu -dia.mbil dan upaya
yang perlu dilakukan;

- Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap
hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat
dan Daerah;

- "Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan
pada lingkup Pemerintah Pusat dari Daerah dalam upaya
peningkatan kinerja pelayanan

- Bagl masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit

pelayanan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pelayanan Publik

Dalam suatu lembaga pemerintahan terdapat pelaksanaan tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan dengan 3 (tiga) fungsi utama penyelenggafaan
yaitu fungsi administratif yang berkaitan dengan berbagai persoalan kegiatan
administrasi pemerintahan, fungsi pembangunan yang menyangkut proses
terencana untuk melaksanakan proses perbaikan dan pembangunan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta fungsiA pelayanan masyarakat
(public service) yang menyangkut bagaimana pemerintah menjadi fasilitator atas
kepentingan masyarakat. Fungsi penyelenggaraan pemerintahan ini terkait
dengan 3 (tiga) fungsi birokrasi seperti fungsi pembangunan {development),
pemberdayaan (empowering) dan fungsi pelayanan umum (public service).

Fungsi-fungsi ini akan terlaksana dengan baik apabila pihak-pihak yang
berperan di dalamnya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.
Keberhasilan pembangunan secara umum akan banyak ditentukan oleh kesiapan
aparatur pemerintahan dalam hal ini para birokratnya untuk menjalankan fungsi-
fungsinya, karena perumusan perencanaan pembangunan yang baik akan terasa
sulit dilaksanakan apabila tidak diimbangi oleh ketersediaan aparatur
pemerintahan yang memiliki kemampuan, keterampilan yang baik, wawasan luas,
disiplin tinggi dan dalam menjalankan fungsinya didasari oleh komitmen atas

kepentingan masyarakat.

25




Harapan akan pencapaian suatu hasil yang lebih baik dari usaha-usaha
seorang pegawai akan mendorongnya memberikan kontribusi terhadap pencapaian
hasil organisasinya. Apabila hasil yang dicapai organisasi melalui usaha para
pegawai mengalami peningkatan berarti mengisyaratkan suatu tingkat
keberhasilan yang dicapai oleh organisasi tersebut.

Begitu juga halnya demgan organisasi birokrasi pemeriniahan secbagai
organisasi pelayan publik Juga diharapkan peningkatan usaha-usaha dari para
birokrauiya dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, khususnya dalam pelaksanaan
fungsi .. .pelayanan. Hal ini diperlukan karena sering terlihat masih adanya
organisas“i “pelayanan publik yang terkesan menomorduakan hasil/ output
pelayanannya sehingga mengurangi keberhasilannya dalam usaha memenubi
harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan atas apa yang
menjadi kepentingan mereka pada jasa publik.

Dalam menjalankan fungsi pelayanannya, organisasi publik melalui para
birokratnya akan dihadapkan pada masyarakat/. publik yang memiliki kebutuhan
dan kepentingan atas jasa publik. Dengan munculnya berbagai tuntutan
masyarakat yang menginginkan pelayanan yang baik dari organisasi publik
terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka, telah :‘7__merubah paradigma
pelayanan yang telah fama terjadi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan cara
berpikir dan penilaian masyarakat pada visi dan misi pelayanan birokrasi terhadap
berkembangnya budaya paternalistik dengan pandangan dan sikap birokrat yang
semula terkesan berkuasa, ingin dilayani dan menjauhkan misi utamanya sebagai

pelayan, Hal ini senada dengan pendapat yang dinyatakan Dwiyanto (2002:2)
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bahwa: “Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi kekuasaan yang kuat
selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk
memberikan pelayanan publik”. Perubahan pandangan itu sebenarnya ingin
menempatkan kembali kapasitas para birokrat menjadi pihak yang sebenarnya
harus memberikan pelayanan serta bersikap sebagai pelayan atas kepentingan
publik (masyarakat umum) dan juga diharapkan nantinya akan membawa
perubahan pada operasional organisasi mereka (organisasi publik) untuk
meningkatl;an kualitas pelayanannya.

E;rkembangnya tuntutan masyarakat sebagai indikasi peran yang semakin
kritis menginginkan adanya birokrasi dalam organisasi pemerintahan yang
profesional, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik yang
berkualitas. Tuntutan ini telah mengindikasikan pula adanya harapan-harapan dari
masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan publik uniuk mendapatkan suatu
bentuk pelayanan yang berkualitas, sesuai dengan pernyataan yang mengatakan
bahwa:

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas bukan
merupakan hal yang baru. Masyarakat mengharapkan dalam mengurus
kepentingan mercka pada unit-unit pelayanan publik akan memperoleh pelayanan
vang mudah, sederhana, lancar, cepat, tepat tidak berbelit-belit, ramah,
manusiawi, terdapat kepastian dan kejelasan prosedur, persyaratan pelayanan
dengan biaya atau tarif yang masuk akal dan pasti atau konsisten, kenyamanan

serta keterbukaan. (Warella, 1997:2)
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Ini memberi arti bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan publik
mengharapkan suatu tindak pelayanan dalam usaha memenuhj kepentingan
mereka pada unit-unit pelayanan pada organisasi publik yang terkait dengan
kebutuhan mercka akan memperoleh pelayanan yang memenuhi kriteria-kriteria
pelayanan yang mudah, sederhana, lancar, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit,
ramah, manusiawi, terdapat kepastian dan kejelasan prosedur dalam pelayanan,
persyaratan pelayanan dengan biaya atau tarif yang masuk akal dan pasti atau
konsisten, "kenyamanan serta adanya transparansi atau keterbukaan sehingga
nantinyar. hal-hal demikian yang perlu diupayakan oleh para birokrat sebagai
pelayan publik untuk dapat memberikan suatu bentuk pelayanan yang
berkualitas.

Pelayanan merupakan kegiatan/keuntungan vang ditawarkan oleh
organisasi atau’ perorangan kepada konsumen/customer yang bersifat tidak
berwujud dan tidak dapat dimiliki (Daviddow dan Uttal, 1998). Dalam pelayanan
yang disebut konsumen (customer) adalah masyarakat yang mendapat manfaat
dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas dari organisasi pemberi
layanan. Pelayanan yang dikatakan tidak berwujud tersebut berarti bahwa
pelayanan itu hanya dirasakan. Norman (1991) mcngetenga_hkan karakteristik
pelayanan sebagai berikut :

l. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan

sifatnya dengan barang jadi .

2. Pelayanan itu keﬁyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan

pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial.
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3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tic_lak dapat dipisahkan secara
nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat
yang sama.

Karakterisiik tersebut dapat dijadikan dasar bagaimana memberikan
pelayanan yang terbaik (prima). Pengertian yang lebih luas seperti dikemukakan
Daviddow dan Uttal (1989) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang
mempertinggi kepuasan pelanggan (whatever enhances customer sastisfaction).

Laj;anan dan dukungan kepada customer (pelanggan) dapat bermakna
sebagai éuatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan bagi pelanggannya,
selalu dekat dengan pelanggannya, schingga kesan yang menyenangkan
senantiasa diingat oleh para pelanggannya. Selain itu membangun kesan yang
dapat memberikan citra positif di mata pelanggan karena Jjasa pelayanan yang
diberikan dengan biaya yang terkendali/terjangkau bagi pelanggan yang membuat
pelanggan  terdorong/termotivasi untuk bekerjasama/berperan  aktif dalam
pelaksanaan pelayanan yang prima.

Pamudji (1994:21-22) mengartikan pelayanan publik, yaitu : Berbagai
kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang
dan jasa-jasa. Dalam bahasa asing kita mengenai 'public sc;_rvice' dan 'public
utilities' yang secara populer istilah pertama diterjemahkan sebagai pelayanan
publik, yang di dalamnya juga mencakup kegiatan public utilities, seperti
misalnya transportasi, telegram, telepon, air bersih (PAM), penerangan (PLN),

dan lain-lain.
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Ndraha (1998:2) menyatakan bahwa komoditi pelayanan publik adalah
jasa publik yaitu "jasa yang menyangkut hajat hidup orang' banyak, yang
pengelolaan, produksi dan jual-belinya diletakkan dibawah kontrol pemerintah".

Berkaitan dengan produk atau barang publik Stiglist (dalam Syahrir,
1986:4), mengemukakan bahwa terdapat dua elemen yang menjadi dasar dan
setiap barang* publik yaitu (1) adalah tidak mungkin untuk menjatah barang-
barang itu bagi tiap individu; (2) bila itu bisa amat sulit dan tak diinginkan untuk
menjatah atau membagi-bagi barang tersebut.

béngan demikian terkandung makna bahwa produk pelayanan publik
adalah tanggung jawab unitkerja publik untuk menyediakan atau memenuhinya.
Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Sjahrir (1986:4), bahwa "Bila barang
privat sektor persediaannya ditentukan oleh produsen yang bertujuan mencari
untung (profit motive), maka persediaan barang-barang publik ditetapkan melalui
proses politik, sehingga dasar pelayanan publik adalah kebijakan publik"

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik
adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang pemenuhan
dan penyediaannya menjadi tanggung jawab sektor publik serta didasarkan pada

kebijakan publik.

B. Kualitas Pelayanan Publik

Salah satu fungsi pemerintah adalah fungsi pelayanan publik, yaitu suatu
fungsi yang menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah (Rasyid,

2000:46). Fungsi ini sangat penting dan bersifat strategis, namun masih sering

30




mendapat hujatan dan menimbulkan keluhan bagi masyarakat. Hal ini
disebabkan karena masyarakat belum merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan aparat pemerintah, baik dari segi output maupun proses/
penyelenggaraan pelayanan tersébut. Dengan kata lain sering dikatakan bahwa
pelayanan pemerintah tidak berkualitas. Menurut beberapa penulis kon&isi ini
dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain faktor iklim organisasi, budaya
organisasi, kemampuan kerja pegawai, komunikasi, kesadaran aparat selaku
pelayan Iﬁésyarakat, faktor pendapatan, prosedur, aturan, yang berbelit-belit,
keterbate;éan sarana, motivasi, struktur, misi organisasi, leadership, pelatihan, dan
sebagainya.

Faktor-faktor tersebut diatas menjadi tantangan bagi pemerintah untuk
segera dicarikan pemecahan, agar tidak menimbulkan situasi yang lebih buruk.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah salah satunya adalah dipicu
dari buruknya atau tidak berkualitasnya pelayanan pemerintah. Oleh karena itu
masalah kualitas pelayanan harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah atau
instansi pelayanan publik.

Dalam melaksanakan fungsinya, uiamanya fungsi pelayanan sering kali
aparat pemerintah mengabaikan kualitas baik pada proses maupun hasilnya.
Padahal dewasa ini kualitas menjadi sangat penting artinya bagi kesinambungan
swatu organisasi karena berkualitas dapat memberikan kepuasan dan loyalitas
konsumen kepada organisasi.

Triguno (1997:76) memberikan pengertian kualitas sebagai berikut:
Standar yang harus dicapai oleh seorang atau kelompok/ lembaga/

organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja,
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proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas
mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal maupun
ekstemnal, dalam arti optimal pemenuhan atas tuntutan / persyaratan
pelanggan / masyarakat.

Sedangkan menurut Budi Ibrahim (2000:1) kualitas adalah suatu strategi
dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan
kepuasan konsumen intemnal dan eksternal secara ekplisit. Lebih lanjut dijelaskan
bahwa strategi ini menggunakan seluruh kemampuan sumber daya manajemen,
pengetahﬁan, kompetensi , modal dan teknologi, peralatan, material, sistem dan
manusif; untuk menghasilkan barang atau jasa bemilai tambah bagi manfaat
masyarakat serta memberikan keuntungan para pemegang saham.

Kualitas juga diartikan sebagai suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa, manusia maupun proses dalam lingkungan
yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono dan Anastasia, 2000:4). Dari
beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan babwa kualitas adalah suatu
kondisi dengan standar tertentu yang berhubungan dengan barang, jasa, manusia,
dan proses yang melebihi harapan sehingga dapat memuaskan pelanggan atau
masyarakat.

Dari  pengertian tentang kualitas dan pelayanan di atas dapat diketahui
bahwa kualitas pada dasamya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu
sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara
memuaskan. Menurut Triguno (1997:78) pelayanan yang terbaik, yaitu "Melayani
setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong,

serta profesional dan mampu”.
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Sedangkan Tjiptono (1996:58) mengatakan bahwa secara garis besar ada

empat unsur pokok yang terkandung dalam pelayanan yang unggul (service

.excellence) yaitu : kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan  satu  kesatuan  yang
terintegrasi, artinya pelayanan menjadi tidak excellence bila ada komponen yang
kurang. Kualitas Jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan
kepada masyarakat, yang pada akhimnya akan menciptakan loyalitas masyarakat

kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

C. Faktor-Fakter Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik
Menurut pendapat beberapa orang penulis bahwa banyak faktor yang
berpengaruh dalam pelayanan yang berkualitas. Moenir (2000:88) mengatakan
ada enam faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan umum/publik yaitu:
a. faktor kesadaran aparat yang bertugas di instansi pelayanan.
b. faktor aturan yang melandasi aktivitas pelayanan, yang meliputi :

- Kewenangan.

I

Pengetahuan dan pengalaman.

Pemahaman oleh pelaksana.

Disiplin dalam pelaksanaan.
¢. _ faktor organisasi, meliputi :

- Sistern.

- Prosedur.

- Metode.




d. faktor kemz_:mpuan dan keterampilan agar aparat dapat bekerja dengan
cepat dan tepat,

e. faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum
pegawai.

f.  fakior sarana pelayanan yang meliputi :
- Sarana kerja
- Fasilitas pelayanan,

Falgtor-faktor diatas mempunyai peranan yang berbeda-beda, namun
masing—rﬁlasing mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan baik sendiri~
sendiri maupun secara bersama-sama. Sena&a dengan Moenir, INFO PAN Nomor
8 Tahun 1992 (dalam Rony, 2001:11) mengatakan bahwa pelayanan yang
bailk/berkualitas ditentukan oleh :

a. Sence of publik service yaitu kesadaran untuk melayani.
b. Kemampuan dan keterampilan petugas.

Dua penulis di atas mengemukakan faktor kesadaran/sense of publik
service dalam pelayanan publik, agar aparat pelayanan betul-betul menyadari
dirinya akan arti penting pelayanan dan menyadari bahwa pemerintah ada adalah
untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, sehingga aparatur pemerintah
sering pula disebut "pelayan masyarakat" (Wasistiono,2002:48).

Pendapat lain tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas
pelayanan diiccmukakan oleh Tjiptono (2001:3) yang mengatakan bahwa kualitas
akan terwujud bila suatu organisasi mempunyai:

a. tujuan yang jelas.
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b. budaya organisasi yang berorientasi pelayanan.

¢. mengembangkan komunikasi yang efektif.

d. perbaikan berkesinambungan.

¢. Pelatihan,

Sedangkan Thoha (1995:181) mengatakan bahwa kualitas pelayanan

dipengaruhi oleh dua hal yaitu :

a. individual aktor.

b. faktor sistem.

....Iika dibandingkan dengan kedua pendapat terdahulu, maka pendapat
Thoha ini tidak jauh berbeda. Bahwa individual aktor yaitu faktor-faktor yang
berkaitan dengan individu meliputi kemampuan dan keterampilan, kesadaran,
pendapatan, budaya organisasi, serta individu yang terlatih. Kemudian faktor
sistem berkaitan dengan aturan, prosedur, sarana, prasarana, kesinambungan
perbaikan dan kejelasan tujuan organisasi.

The Liang Gie dan Budi Ibrahim (dalam Suwarsono,1999:17) mengatakan

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan meliputi:

a. motivasi kerja.

b. kemampuan kerja pegawai.

c. perlengkapan dan fasilitas.

d.lingkungan eksternal.

e. Leadership.

f. misi strategis.

g.budaya perubahan.
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h. kinerja individu dalam organisasi.
1. praktek manajemen.

J- struktur,

k.iklim organisasi.

Dengan demikian dari beberapa teori yang diuraikan di atas, maka dapat
diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Banyak
faktor atau variabel yang telah dikemukakan oleh para ahli yang mempengaruhi
mutu/kuz;litas pelayanan yang baik yang masing-masing mempunyai kesamaan
maupu;l spesifikasi tersendiri yang pada akhirnya akan membawa pada kondisi

memberi kepuasan pada konsumen.
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D. Kepuasan Konsumen Sebagai Indikator Kualitas Pelayanan

D.1. Pengertian Kepuasan Konsumen

Engel, etal (1993, h.273) menyatakan bahwa kepuasan konsumen
merupakan evaluasi purnabeli dengan memperhatikan altematif yang dipilih
sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen, sedangkan
ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan.

Tse dan Wilton (1988, h.204) mendefinisikan kepuasan sebagai respon
konsume—rl terhadap e\}aluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan
sebelumnya dan kinegja aktual produk setelah pemakaian. Kotler (1994.h.40)
menyatakan Kkepuasan konsumen merupakan perasaan — seseorang  setelah
membandingkan kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan harapan.

Menurut Loudon & Bitta (1993, h.579) kepuasan konsumen merupakan
sebuah hasil interaksi antara pengharapan konsumen terhadap produk dan produk
aktual yang diterimanya. Ketika harapan konsumnen tidak sesuai dengan kenyataan
yang ada maka konsumen akan berada dalam tahap diskonfirmasi. Diskonfirmasi
merupakan perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang ada, terbagi menjadi
dua yaitu:

a. Diskonfirmasi positif terjadi bila kenyataan yang ada melebihi

pengharapan konsumen.
- b. Diskonfirmasi negatif akan terjadi bila kenyataan yang ada kurang
dan pengharapan konsumen.

Diskonfirmasi positif akan menimbulkan kepuasan pada konsumen

dan sebaliknya diskonfirmasi negatif akan menimbulkan ketidakpuasan dari
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konsumen. Konfirmasi terjadi ketika kenyataan yang ada sesuai dengan harapan
{(Loudon & Bitta, 1993, h.580). |

Loudon & Bitta (1993, h.580) berpendapat bahwa kepuasan merupakan
elemen akhir dalam tahapan evaluasi. Hasil akhir evaluasi tersebut digunakan lagi
sebagai pertimbangan untuk kembali melakukan pembelian di penyedia barang
atau jasa yang sama. V

Penjelasan di atas digambarkan dalam Diagram I sebagai berikut :

" -‘ Evaluasi atas alternatif
penyedia jasa

oo

. pembelian

l

pengharapan atas produk— konfirmasi—*penampilan produk
atau

diskonfirmasi

|
v v

kepuasan ketidakpuasan

Gambar 2. 1. Kepuasan atau Ketidakpuasan Konsumen
(London & Bitta, 1993, h.579)

38




Selain model di atas, ada beberapa model kepuasan vang lain seperti
model afektif yang menyatakan bahwa penilaian konsumen terhadap suatu produk
atau jasa fidak semata-mata berdasarkan perhitungan rasional, namun juga
berdasarkan kebutuhan subyektif, aspirasi, dan pengalaman. Fokus model afektif
dititikberatkan pada tingkat aspirasi, perilaku belajar (fearning behavor), emosi,
perasaan spesifik, snasana hati (mood), dan lain-lain (Tjiptono, 1997, h.32).
Westbrook (dalam Mowen & Minor, 1998, h.427) menyatakan bahwa tingkat
kepuasar; konsumen dipengaruhi oleh perasaan positif dan perasaan negatif
konsur;l-en yang berhubungan dengan barang atau jasa setelah pembelian atan
selama pemakaian, sehingga perlu juga memperhitungkan perasaan dan emosi
yang dihasilkan dalam pembelian dan pemakaian.

Folkes (dalam Engel, dkk, 1995, h.213) menyatakan bahﬁa kegagalan
suatu produk disebabkan oleh ;

a. Stabilitas (apakah sebab-sebabnya sementara atau permanen).

b. Lokus (apakah sebab-sebabnya berhubungan dengan konsumen atau

pemasar).

c. Keterkendalian (apakah sebab 1m berada dibawah kendali kemauannya

atau dibatasi oleh faktor Inar yang tidak dapat dipengaruhi).

Apabila konsumen merasa kegagalan suatu produk dalam memenuhi
harapaxmya dikarenakan faktor vang bersifat stabil dan berkaitan dengan
pemasarnya, maka ia cenderung berkeyakinan bahwa bila di masa mendatang ia
membeli produk yang sama, maka kegagalan tersebut akan terulang kembali. Oleh

karena itu, konsumen cenderung untuk tidak akan membeli produk itu lagi.
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Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan
konsumen merupakan perasaan positif konsumen yang berhubungan dengan
produk/jasa selama menggunakan atau setelah menggunakan Jjasa atau produk.
Konsumen yang mengalami ketidaksesuaian antara harapan dergan kinerja aktual
jasa atau produk maka konsumen berada pada diskonfirmasi. Konsumen yang
mengalami diskonfirmasi negatif akan mengalami ketidakpuasan, scbaliknya

konsumen yang berada pada diskonfirmasi positif akan mengalami kepuasan,

D.2, Il;&ikator Kepuasan Konsumen

Menurut Reicheld dan Sasser (dalam Moektiwibowo, 2000, h.30),
konsumen yang puas akan mengadakan pembelian ulang dengan frekuensi yang
semakin besar. Kepuasan konsumen secara signifikan mempunyai efek terhadap
hasrat pembelian ulang (Cronin & Taylor, 1992, h.65), schingga kepuasan
konsumen dapat dilihat dari adanya hasrat pembelian ulang.

Konsumen yang merasa tidak puas secara psikologi akan merasa tertekan.
Tindakan selanjutnya adalah mengeluh fian mempunyat hasrat untuk mengajukan
keluhan. Penanganan keluhan yang efektif dapat menimbulkan pengaruh yang .
kuat pada tingkat retention konsumen, renangkis merebaknya pemberitaan yang ‘-
tidak baik dan memperbaiki kinerja lini bawah (Me Collough and Bharadwaj,
1992, h.40).

Namun yang terjadi adalah tidak semua konsumen melakukan keluhan
terhadap perusahaan kétika mengalami ketidakpuasan. Hal ini menjadi perhatian

vang khusus bagi manajemen untuk beberapa alasan. Pertama, perusahaan




kehilangan kesempatan untuk memperbaiki permasalahan yang ada dan
mempertahankan konsumen. Kedua, reputasi perusahaan dapat dirusak oleh
pemberitaan negatif dari mulut ke mulut karena konsumen yang tidak terpuaskan,
sehingga dapat menimbulkan kehilangan konsumen potensial dan konsumen yang
ada (Tjiptono, 2002, h.161). Ketidakpuasan konsumen tidak selalu diwujudkan
dengan keluhan, maka ketidakpuasan konsumen diukur melalui besamya hasrat
untuk mengeluh. Salah satu indikator kepuasan menjadi penurunan atau kecilnya
hasrat untuk melakukan keluhan (Tjiptono, 2002, h.155).

.-i{epuasan konsumen akan menciptakan loyalitas konsumen dan pemberian
kontribusi yang lebih baik terhadap perusahaan. Rekomendasi konsumen kepada
orang lain menjadi indikator sejauh mana perusahaan dapat mewujudkan
kepuasan konsumen.

| Le Blank & Nguyen (dalam Ayuningtyas, 2003 ; 20 -23) secara lengkap
menjelaskan indikator kepuasan konsumen yang menggunakan jasa ﬁerbankan
yaitu ;

a. Adanya hasrat pembelian ulang : minat memilih kembali
penggunaan jasa perbankan, intensitas/frekuensi kehadiran,

b. Kecilnya hasrat untuk men;gajukan keluhan : jmnlahya banyaknya
aduan, respon suara, respon pribadi, respon pihak ketiga. Respon suara
merupakan usaha untuk menyampaikan keluhan secara langsung dan
atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan.
Respon pnlbadi antara lain memperingatkan atau memberitahu kolega,

teman, atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan jasa atau
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perusahaan yang bersangkutan. Respon pihak ketiga meliputi usaha
meminta ganti rugi secara hukum; mengadu lewat media maésa, atau
secara langsung imendatangi instansi hukum, dan sebagainya.

¢. Rekomendasi ke orang lain : pernyataan positif ke orang lain selama

atau setelah menggunakan jasa perbankan.

d. Adanya rasa bangga pada diri nasabah setelah menggunakan atau

mengkonsumsi produk atau jasa pada perusahaan tersebut yaitu rasa
* aman dan bangga bertransaksi yang digambarkan dengan jumlah dana
disimpan makin bertambah dan pergerakan saldo rekening yang aktif.
¢ Rasa ingin tetap mematuhi peraturan yang ada: mematuhi setiap
perubahan baik sistem maupun biaya yang timbul tanpa keluhan.

f. Setia sebagai nasabah yaitu waktu/lama menjadi nasabah dan

menggunakan lebih dan satu produk perbankan.

g Adanya kepercayaan terhadap perusahaan yaitu keyakinan akan

kredibilitas/reputasi perusahaan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kepuasan
konsumen terdiri dari : adanya basrat pembelian ulang, kecilnya hasrat
mengajukan keluhan, rekomendasi ke orang lain, ada rasa bangga pada diri
konsumen, rasa ingin tetap mematuhi peraturan yang ada, sctia sebagai konsumen,

dan adanya kepercayaan terhadap perusahaan tersebut.
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Seperti halnya pada organisasi privat, organisasi publik berdasarkan

prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam  Keputusan Men PAN

Nomor : 25/KEP/M PAN/2/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14

unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus

ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

1.

Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur
pelayanan;

Persyaratan pelayaﬁan, yaitu persyaratan teknis dan administratif
yang diperlukan untuk menda;-)‘a;kfm pelayanan sesuai deggan
Jenis pelayanannya;

Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian
petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta
kewenangan dan tanggung jawabnya);

Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas
dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi
waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku,

Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang
dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan
penyelesaian pelayanan;

Kemampuan pefugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan
keterampilan yang dimiliki petugas dalam

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
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10.

11.

12.

13.

14.

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit
penyelenggara pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan
dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang
dilayani;

Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat
terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan,
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur schingga dapat
memberikan rasa nyaman kepada penerima R;:layanan;

Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang
digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk

mendapatkan pelayanan .




E. Bangun Teori

Secara sederhana, kerangka pikir peneliti dapat di gambarkan dalam
kerangka teori sebagai bangun teori dalam menjelaskan dasar, proses dan analisis

penelitian. °
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Desain riset adalah penggambaran cara-cara seorang peneliti guna memenuhi
tujuan studi yang ditetapkan atau dengan kata lain desain riset merupakan suatu
rencana logis untuk menguji hipotesis. Sehingga dengan melihat desain riset dapat
diketahui arah dan tujuan dari penelitian.

Menurut Sugiyono (1998:197) bahwa penelitian itu berangkat dari adanya
permasalahan yaitu merupakan penyimpangan atau deviasi sesuatu yang standar atau
masalah adalah kesenjangan antara yang sebenarnya dan kenyataan. Tujuan dari
penelitian sosial adalah menerangkan suatu fenomena sosial atau suatu peristiwa
(event) sosial (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995:16).

Penelitian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian penjajakan
(eksploratif), penelitian penjelasan (eksplanatory) dan penelitian deskriptif. Penelitian
deskritif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang
ada sekarang berdasarkan data-data dan bertujuan untuk memecahkan masalah secara
sistematis dan faktual dari populasi (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi 1991:44).

Dalam kegiatan penelitian ini, maka digunakan penelitian yang sifatnya non
cksperimental. Menurut Brotowidjoyo (1991:11), penelitian non eksperimental

adalah penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri (variabel)
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subjek penelitian menurut keadaan apa adanya (in nature), tanpa ada manipulasi
(intervensi) peneliti. Selanjutnya dikatakan pula bahwa sebuah .survai itm identik
dengan penelitian non eksperimental. Dalam survai yang diobservasi beberapa ciri
(variabel) menurut apa adanya, dan biasanya hanya menunjukkan suatu kegiatan
observasi atau pengukuran tertentu,

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rancangan tipe penelitian statistik
kuantitatif, sebab penulis membuat analisis perhitungan berdasarkan data yang ada
dan mendeskripsikannya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta .fnlbungan antar fenomena yang diselidiki dengan tidak
mengesampingkan bahwa peneliti akan membuktikan hipotesis yang telah
dirumuskan sebelumnya.

Rancangan penelitian ini merupakan rancangan awal yang akan mencoba
menggali infomasi secara mendalam berkaitan dengan pelayanan pada Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus yang diharapkan mampu memberikan kepuasan

pada masyarakat dalam pengurusan PKB ( Pajak Kendaraan Bermotor ).

B. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini titik berat yang disoroti adalah kualitas pelayanan
dengan meﬁghimng Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan melakukan kajian

pustaka dan studi lapangan di Samsat Kabupaten Kudus. Pengamatan yang dilakukan
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mencakup berbagai hal yang kemudian peneliti uraikan dengan konsep dan

penjelasannya dengan menjabarkannya pada definisi operasional. |

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang
lingkup pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin
dikaji berkaitan dengan kualitas pelayanan. Di samping itu, lokasi penelitian
memperhaﬁkan beberapa aspek seperti daya jangkau penelitian dengan tempat
tinggal, waktu yang tersedia, dukungan data atau kemudahan untuk memperoleh data
di lokasi penelitian,

Sesuai dengan desain penelitian yang dirancang, maka lokasi penelitian
adalah tempat dimana permasalahan tersebut terjadi. Jadi, lokasi penelitian ini adalah

pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus.

D. Variabel Penclitian.
D.1. Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti méiiputi Variabel Kualitas
Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat dengan melakukan perhitungan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) .
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D.2. Definisi Konsep

Di dalam mengawali penelitiannya, memang peneliti telah mengenal konsep-
konsep yang pernah ada atau diajukan orang lain berkaitan dengan situasi atau
permasalahan tertentu yang sedang menjadi perhatian si peneliti. Akan tetapi sekali
lagi semua konsep tersebut harus disikapi sebagai “tidak meyakinkan™. Penelitian
kualitatif tidak diawali dengan mengajukan konsep, kategori atau hipotesa
(Baker,1986:23-24).

Penelitian ini masih menggunakan kerangka konsep dan definisi konsep
namun konsep dan definisi tersebut diletakkan dalam kerangka “dugaan”. Konsep dan
definisi tersebut tidak digunakan untuk membatasi eksplorasi ke dalam situasi yang
diteliti, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami makna situasi yang
diteliti apa adanya.

Konsep-konsep yang diduga berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

dalam penelitian ini peneliti sajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1
Kerangka Konsep

Penghitungan Indeks
Kepuasan Masyarakat

|

KUALITAS ' l KEPUASAN

—_—

PELAYANAN PUBLIK KONSUMEN
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Dalam penelitian ini, akan dilakukan studi penghitungan Indeks Kepuasan
Masyarakat . Hal ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Samsat Kabupaten Kudus
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja wunif pelayanan secara berkala
sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat
digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Dalam I;enelitian ini beberapa hal yang berkaitan dengan konsep penelitian
akan diuraikan pengertian dasar atau konsep yang diantaranya méliputi :

a. Kepuasan konsumen
Adanya hasrat pembelian ulang , kecilnya hasrat mengajukan keluhan,
rekomendasi ke orang lain, ada rasa bangga pada diri konsumen, rasa
ingin mematuhi peraturan yang ada, setia sebagai konsumen dan
adanya kepercayaan terhadap organisasi yang memberikan pelayanan.

b. Kualitas Pelayanan Publik
Kemampuan organisasi publik untuk memberikan pelayanan yang
dapat memuaskan para pelanggan ( masyarakat pengguna jasa
pelayanan ) yang teridentifikasikan dalam empat belas unsur yang
akan diuraikan pada definisi operasional .

D.2. Definisi Operasional

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/25/M PAN/2/2004, ada 14 unsur yang “relevan,

valid” dan “reliabel” sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran

51




indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung

jawabnya);

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku,

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung
jawab petugas dalam penyclenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang
dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada
masyarakat;

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
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9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan pernlaku petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta
saling menghargai dan menghormati;

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu ketejangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan;

12. Kepastian jadwal pelayanaﬁ, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan vang telah ditetapkan;

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada
penerima pelayanan;

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan. sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dan pelaksanaan pelayanan.

E. Jenis Dan Sumber Data
E.1. DataPrimer
Data primer dalani penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat dan

obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang




telah ditetapkan dengan pengisian kuesioner. Pengisién kuesioner dapat dilakukan
dengan salah satu dan kemungkinan dua cara sebagai berikut :
- Dilakukan sendiri oleh penerima layanan
- Dilakukan melalui wawancara.
Untuk mengurangi subyektivitas hasil penyusunan indeks, dapat melibatkan

unsur pengawasan atau sejenisnya yang terkait.

E.2. Data Sekunder
Untuk melengkapi data lapangan maka penulis perlu melakukan kajian
pustaka, data-data penunjang lainnya tentang profil Kabupaten Kudus ,beberapa

mformasi penunjang dari Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus.

F. Metode Pengumpq!an Data.
1. Kuesioner
Dalam penyusunan KM digunakan kuesioner_ sebagal alat bantu
pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan pengurusan Pajak
Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Kudus .Kuesioner disusun
berdasarkan fujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk

kuesioner sebagaimana terlampir.

54




2. Bagian dan kuesioner
Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

Bagian1 : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin. pendidikan
dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil
responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan
instansi pemerintah,

Bagian Il : Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuesioner
diisi oleh masyarakat. bagian ini tidak diisi).

Bagian Il : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan
yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap

unsur-unsur pelayanan vang dinilai.

3. Bentuk Jawaban
Bentuk jawaban pertanyaan dan setiap unsur pelayanan secara umum
mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. yaitu dari yang sangat baik sampai

dengan tidak bailc. Untuk kategori yang ditetapkan meliputi :

tidak baik diberi nilai persepsi 1,

kurang baik diberi nilai persepsi 2,

baik diberi nilai persepsi 3,

sangat baik diberi nilai persepsi 4.
Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.
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1). Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan
tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga

prosesnya tidak efektif.

i 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efekti£

3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa

- mudah, sederhana, tidak berbelit-belit, tetapi masih perlu diefektifkan.

"4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan

dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah

dan efektif,

G. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel.

1. Populasi
Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat
, yang memerlukan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor
: Bersama Samsat Kabupaten Kudus. Dart data yvang ada, tiap harinya Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus nieiayani rata- rata 300 masyarakat yang

-i mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

56




2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek
penelitian (Dayan, 1996:65). Suryabrata (1998:81) menyatakan bahwa
penelitian ilmiah boleh dikatakan hampir selalu hanya dilakukan terhadap
sebagian saja dari hal-hal sebenarnya yang mau diteliti. Jadi penelitian hanya
dilakukan terhadap sampel, tidak terhadap populasi. Ida Bagoes Mantra dan
Kasto .dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1997-155) menegaskan
bahwa dalam suatu penelitian yang menggunakan survai tidaklah selalu perlu

" untuk meneliti semua individu dalam populasi, karena di samping memakan
biaya yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama. Dengan
penelitian sebagian dari populasi, kita mengharapkan hasil yang diperoleh akan
dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Selanjutnya dikatakan
pula bahwa ada dua macam metode pengambilan sampel yaitu pengambilan
sampel secara acak (random sampling) dan pengambilan sampel bersifat tidak
acak (non-random sampling ).

Dalam penentuan sampel, menurut Suryabrata (1998:93), tujuan
pertimbangannya adalah agar dapat diperoleh sampel:yang representatif bagi
populasinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan
sampel dengan Proporsional Random Sampling, yaitu pengambilan sampel
dilakukan secara proporsional.Besarnya sampel ditentukan dengan teknik
proportional sampling , yaitu jumlah subjek yang akan diteliti ditetapkan

terlebih dahulu, sesuai dengan proporsinya masing — masing ( Marzuki, 1992,
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h.26). Sampel yang selanjutnya disebut responden dalam penelitian ini dipilih
secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah unit pelayanan
pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat
Kabupaten Kudus. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks,
responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima
layanan, dengan dasar (“Jumlah unsur” + 1) x 10 = Jumlah responden (14 + 1)
X 10 = 150 responden (Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyrarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah).

H. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, maka teknik yang dipergunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi :
1. Penyebaran Instrumen Penelitian/Quesioner.
yaitu teknik pengumpulan data dari responden/sumber data primer dengan cara
mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis/angket.
2. Observasi
yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung berbagai
kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Bersama Samsat Kudus
3. Dokumentasi
yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis (dokumen-
dokumen) yang langsung berhubungan dengan objek penelitian (data

sekunder).

58




Teknik Analisis Data.
1. Teknik pengolahan data
‘Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata
tertimbang”masing-masing unsur pelayanan (Pedoman Umum

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah). Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat

tethadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan

memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Bobot _ _}_

—_—e—=0,071
JumlahUnsur 14

Bobot nilairata — ratatertimbang =

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan
pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Totaldari Nilai Persepsi Per Unsur
Total Unsur yang Terisi

KM = x NilaiPenimbang

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu
antara 25 — 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan

dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Pelayanan x 25
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.Tabel : II1.1
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM Mutu

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Nilai Interval | Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi IKM Konversi IKM Peléyanan Pelayanan
1 1,06 - 1,75 25-43,75 D Tidak Baik
2 1,76 —2,50 43,76 — 62,50 C Kurang Baik
3 - 2,51-3.25 62,51 — 81,25 B Baik :
4 3,26 -4,00 81,26 - 100,00 A Sangat Baik

2. Perangkat pengolahan

- Pengolahan dengan komputer data enfry dan penghitungan

indeks dapat dilakukan dengan program komputer/ sistem

data base.

- Pengolahan secara manual. Data Isian kuesioner dari setiap

responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1

(U1) sampai dengan unsur 14 (U14);

- Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per

unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah

sebagai berikut :

1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan
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(ke bawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi
oleh responden,  kemudian untuk hlendapatkan nilai
rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai masing-
masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah
responden yang mengisi.

Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang
per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur
pelayanan dikalikan dengan 0,071 sebagai nilai bobot
rata-rata tertimbang.

2) Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan,
dengan cara menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata
tertimbang.

3. Pengujian Kualitas Data
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam
masing-masing  kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data
responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin,
pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat
digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan

jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.
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BAB IV
' HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

A.l. Gamigaran Umum Lokasi Penelitian
Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan orientasi kancah
penelitian hengenai kondisi Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus. Langkah
ini dimaksudkan guna mencari informasi secara lengkap tentang kondisi
organisasi sehingga dapat ditentukan apakah penelitian ini dapat dilakukan pada
Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus yang berkaitan dengan kegiatan
pelayanan . Dalam penelitian ini akan dilihat kegiatan pelayanan pada Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus pada pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor.
Dalam kegiatan penelitian ini akan diukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terutama berkaitan dengan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor

Bersama Samsat Kabupaten Kudus

A.2. Struktur Organisasi
Kantor Bersama (KB) Samsat hanya merupakan wadah yang
melaksanakan tugas secara bersama dari 3 (tiga) instansi yaitu Dinas Pendapatan

Daerah (Dipenda) Provinsi (pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah), Satuan
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Lalu Lintas Polda, dan PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) selaku BUMN

Departemen Keuangan.

Masing-masing instansi mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda,
yaitu :

1. Dipenda Provinsi, melalui Kantor UPPD, mempunyai wewenang di bidang
pajaknya. Tugasnya mendata, menetapkan, dan memungut / menagih pajak
kendaraan bermotor ;

2. Satlantas mempunyai kewenangan dalam bidang identifikasi kendaraan
berrﬂbtor yang meliputi penerbitan BPKB, STNK dan Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (TNKB) sekaligus yang menyangkut legalitas kendaraan
bermotor ;

3. PT Jasa Raharja mempunyai wewenang yang berkaitan dengan perlindungan
terhadap korban kecelakaan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor
dengan, tugas - tugas menctapkan dan memungut premi asuransi yaitu
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLIJ).

Karena masing-masing instansi mempunyai kewenangan sendiri-sendiri
dan bersifat otonom, maka untuk memudahkan dalam pelaksanaannya dibentuk
Tim Pembina Samsat Pusat dan Provinsi.

Tim Pembina Samsat Pusat mempunyai fugas :

1. Merumuskan dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan Samsat ;

2. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan Samsat ;

3. Memecahkan dan mémberikan petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapi

dalam pelaksanaan Samsat ;




4. Mengadakan peninjauan ke daerah dalam rangka pembinaan dan

pemantapan pelaksanaan Samsat ; |

5. Melaksanakan analisis dan‘ evaluasi kegiatan pelaksanaan samsat.

Tim Pembina Samsat Provinsi mempunyai. tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Samsat ;

2. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan Samsat ;

3. Memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Samsat di

Provinsi masing-masing |

4. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan Samsat ;

5. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Samsat i{epada Gubemur
secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah dan
Kepala Cabang PT Jasa Raharja .

Adapun penanggung jawab kegiatasn di KB Samsat adalah :

1. Unit Pelayanan : Petugas Dipenda dan Polri ;

2. Unit Administrasi : Petugas Dipenda, Polri dan Jasa Raharja ;

3. Unit Pembayaran - Petugas Dipenda (Bendaharawan Penerima)
4. Unit Pencetakan : Petugas Dipenda dan Polri ;

5. Unit Penyerahan : Petugas Polri ; ‘

6. Unit arsip : Petugas Polri dan Dipenda

7. Unit Informasi : Petugas Polri dan Dipenda.

Karena masing-masing instansi mempunyai kewenangan masing-masing maka di
dalam KB Sams4t tidsk ada seorang pimpinan tetapi adanya hanya Koordinator

Satnsdt, yarp HieHipubiyai diges :
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1. Mengkoordinir kegiatan di luar teknis administrasi dan operasional .

2. Melakukan pengaturan tata kerja dan tata ruang KB Samsat.

A.3. Mekanisme Pelayanan Pada Kantor Bersama Samsat

Mekanisme pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten

Kudus secara sederhana dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut

mi:

—

LOKET 1

Pendaftaran dan
Penetapan

h 4

Pendaftaran Komputer

|

Penetapan Pajak dan
SWDKLLJ

Korektor I

Gambar 4.1.

Mekanisme pelayanan

Wajib Pajak (Costumer)

'

LOKET 2

Pembayaran dan

Kasir/pemb | Penyerahan

ayaran

surat dan
TNKB

Y

Korektor II

A 4

Pencetakan
STNK

!

Arsip
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A.4. Sistem Dan Prosedur Pengurusan Pajak/STNK ‘L
PENDAFTAR (WAJIB PAJAK)
1. PENERIMAAN DOKUMEN

¢ !
1

2. PENELITIAN DOKUMEN
3. ENTRY DATA

4. PENETAPAN PAJAK/IR/BEA ADM

v

5. KOREKTOR

I

J 6. PEMBAYARAN

:

7. ORDER STNK./ TNKB

'

8. PENCETAKAN

/\

ARSIP PENYERAHAN

66




A.5. Persyaratan Administrasi
Pendaflaran kendaraan bermotor dibedakan menjadi beberapa
Jjenis, antara lain :
1. Pendaftaran kendaraan bermotor baru (pertama);
2. Pengesahan STNK setiap tahun ;
3. Perpanjangan STNK setelah 5 (lima) tahun ;
4. Pe—ﬁdaf_taran kendaraan Mutasi seperti ganti nama/pemilik, ganti mesin,
génti warna kendaraan, rubah fungsi/bentuk, pindah ke luar daerah ;
Secara umum syarat pembéyaran PKB dan pengurusan STNK adalah :
1. Mengisi formulir Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor
(SPPKB) ; |
2. ldentitas Wajib Pajak :
a. untuk perorangan Tanda Jati Diri yang syah ;
b. untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian , Keterangan domisili
dan Surat Kuasa dari pimpinan ;
¢. untuk Instansi Pemerintah : Surat Tugas/Surat Kuasa dari Pimpinan
Instansi ;
3. Faktur pembelian (khusus untuk kendaraan baru) ;
4. Kuitansi jual - beli (khusus uantuk yang ganti pemilik karena jual — beli) ;
5. STNK Asli, BPKB Asli, bukti pelunasan pajak/SWDKLLIJ tahun terakhir
(khusus bagi kendaraan yang sudah terdaftar) ;

6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
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A.6. Kekuatan Personal
Jumlah personal di Kantor Bersama Samsat Kudus sebanyak 21
orang terdidi dari :
1. Unsur Dipenda / UPPD sebanyak : 9 orang ;
2. Unsur Polisi sebanyak : 11 orang ;
3. Unsur Jasa Raharja: 1 orang .
Dari i;e — 21 petugas tersebut yang berpendidikan Sarjana / setingkat sarjana

hanya 3 orang. Sedangkan sisanya hanya berpendidikan maksimal SLTA .

A.7. Sarana Dan Prasarana
Kantor Bersama Sémsat Kudus telah menempati gedung tersendiri
yang dilengkapi dengan :
1. Ruang / tempat pelayanan yang terbagi menjadi ruang kerja/administrasi
dan ruang tunggu ,
2. Kursidan meja tulis bagi wajib pajak ;
3. Papan Informasi :
4. Mesin pendingin ruangan (AC) 3 buah ;
5. Sebuah pesawat Televisi 29 inci ;
6. Peralatan komputer di masing-masing kelompok kerja ;
7. Tempat parkir yang cukup luas dan Taman disekelilingnya ;
8. Work Shop pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ;

9. Tempat khusus pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. -
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B. Hasil Penelitian

B.1. Persiapan Penelitian
Sebelum dilakukan penelitian khususnnya pengambilan data
dengan menyebarkan dafiar pertanyaan, pencliti melakukan hal — hal
penting antara lain
a. ljin penelitian :
Tanggal 21 Februari 2005 mengajukan ijin penelitian dan ijin
. pencarian data di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus
Tanggal 28 Februari 2005. Setelah perijinan selesat , dilanjutkan
dengan pelaksanaan penelitian.
b. Penyusunan Skala
Data digali dengan menggunakan skala. Untuk penelitian
ini digunakan empat skala yaitu skala untuk mengukur Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disajikan tidak terpisah,
menjadi safu bagian yang merupakan alat ukur dari 14 unsur
pengukuran IKM yang secara keseluruhannya berjumlah 38 item.
Rincian dari skala tersebut adalah sebagai berikut : |
a. Unsur prosedur pelayanan terdiri dari 2 item.
b. Unsur persyaratan administrasi terdiri dari 2 item .
¢. Unsur kejelasan petugas pelayanan terdiri dari 3 item
d. Unsur kedisiplinan petugas terdiri dari 3 item
e. Unsur tanggung jawab petugas terdiri dari 2 item

f. Unsur kemampuan petugas terdiri dari 2 item
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g. Unsur kecepatan dalam pelayanan terdiri dari 2 item

h. Unsur keadilan pelayanan terdiri atas 4 item

1. Unsur kesopanan dan keramahan petugas terdiri atas 3 item
J. Unsur kewajaran biaya pelayanan terdiri atas 3 item

k. Unsur kepastian biaya terdiri atas 2 item

1. Unsur ketepatan waktu pelayanan terdiri atas 2 item

m. Unsur kenyamanan tempat pelayanan terdiri atas 4 item

n. Unsur kearnanan dalam pelayanan terdiri atas 4 item

B. 2. Pelaksanaan Penelitian

Setelah dilakukan persiapan selengkap mungkin, peneliti selanjutnya
melakukan kegiatan penelitian pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten
Kudus. Pelaksanaan penelitian ini meliputi kegiatan antara lain: Sesuai
dengan perhitungan rumus penarikan sampel sebagaimana ditetapkan dalam
rancangan penelitian, maka dari seluruh wajib pajak kendaraan bermotor pada
Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus, diambil 150 orang sebagai
responden penelitian. Kepada ke 150 orang tersebut, disajikan skala yang telah

disusun.
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B. 3. Deskripsi Karakteristik Responden

Hasil pengolahan data penelitian yang akan disajikan pada sub bab ini
meliputi karakteristik responden yang melakukan kegiatan pelayanan pada kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus

B.3.1. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Dalam kegiatan pengambilan data pada penelitian ini , diambil sample sebanyak
150 responden yang melakukan pengurusan Pajak kendaraan bemmotor pada
kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus. Secara rinci seluruh responden terdiri
dari 134 orang laki - laki dan 16 orang sisanya adalah perempuan. Dari responden
laki — laki yang ada, maka 16 orang diantaranya berada pada usia 25 tahun atan
kurang. Mereka yang bérusia antara 26-30 tahun ada sebanyak 36 orang, 33 orang
berusia antara 31-35 tahun , 24 orang Iberusia antara 36-40 tahun. Responden yang
berusia antara 41-45 sebanyak 17 orang, antara 46-50 tahun sejumlah 7 orang dan
hanya 1 orang yang berusia diatas 51 tahun. Dengan demikian, sebagian besar dari
responden laki-laki berusia antara 26-40 tahun. Responden perempuan tidak ada
yang berusia di atas 50 tahun. Dari 16 orang tersebut, 5 orang diantaranya berusia
25 atau kurang, 6 orang berusia antara 26-30 tahun, 2 orang lagi berusia antara 31-
35 tahun dan 3 orang sisanya berusia antara 36-50 tahun, yang masing-masing 1
orang berada pada usia sekitar 36-4o tahun, 41-45 tahun dan 4650 tahun (dapat

dilihat pada lampiran/tabel ).
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B.3.2. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan,

Dalam hal tingkat pendidikan, 150 responden menunjukkan variasi

tingkat pendidikan yang hampir merata dari SLTA sampai dengan

pendidikan tinggi. Hasil lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan,

PENDIDIKAN FREKUENSI PERSENTASE
SLTP 6 4%
SLTA 78 52 %

D1/D2?7D3 58 38,7 %
S1 8 53%
JUMLAH 150 100%

Dilihat dari pendidikan responden, kelompok responden laki-laki
maupun perempuan, didominasi oleh mereka yang berpendidikan pada
taraf SLTA (66 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, atau 52 % dari
seluruh responden). Responden yang berpendidikan SLTP hanya 6 orang
(4% dari jumlah responden), semuanya laki-laki. Mereka yang
pendidikannya mencapai tingkat diploma, terdiri dari 54 orang laki-laki
dan 4 orang perempuan (38.7% dari seluruh responden). Sementara itu,

responden perempuan tidak ada yang berpendidikan sarjana, karena hanya
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B.3.3.

ada 8 orang (5.3% dari seluruh responden) yang mencapai kesarjanaan,

semuanya laki-laki.

Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dari 150 orang responden, ternyata 40% diantaranya (60 orang)
mempunyai pekerjaan yang tidak dapat diklasifikasikan pada
PNS/TNI/Polri, Pegawai Swasta, Wiraswasta ataupun Pelajar/Mahasiswa.
Ha;xya ada 12 orang (8%) yang bekerja sebagai PNS/TNI/Polri, semuanya
léiki-laki. Sebanyak 32 orang (21.3%) bekerja sebagai pegawai swasta,
terdiri dari 29 laki-laki dan 3 orang perempuan. Ada 36 orang responden
(24%) yang bekerja sebagai wiraswasta, terdiri dari 30 orang laki-laki dan
6 orang perempuan sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan, Golongan Jabatan,

PEKERJAAN FOREKUENSI PERSENTASE

PNS/TNI/POILRI 12 8%

Pegawai swasta 32 21,3 %

Wiraswata 36 24 %

Mahasiswa /Pelajar ) 10 6,7 %

Lainnya 60 40 %

JUMLAH 150 100%
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C. Analisis Hasil Penelitian

Dari hasil pengambilan data dari responden , dapat ditampilkan hasilnya
secara lengkap berkaitan dengan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada kegiatan pelayanan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus. Seperti yang telah dijelaskan pada definisi
operasional pada bab metodologi penclitian, dalam pengukuran IKM seperti
tercantum pada Keputusan Men. PAN Nomor ; 25 / KEP / M.PAN /2 / 2004, yang
kemudiaﬁ dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”,
sebagal unsur minimal yang harus ada unfuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat yang antara lain terdiri atas ;

1.Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanaﬁ yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2 Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya;

3 Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggung jawabnya);

4 Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi wakfu kerja
sesual ketentuan yang berlaku,

5.Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
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10.

1.

12.

13.

14.

pelayanan;

Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat;

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidék membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan menghormati;

Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan;

Kepastiaﬁ Jjadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan;

Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pclayanan ataupun sarana yang digunakan. sehingga

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
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resiko-resiko yang diakibatkan dan pelaksanaan pelayanan

Berikut rincian indeks dalam tabel yang dipero;eh atas dasar perhitungan

IKM dari masing — masing unsur tersebut di atas.

Tabel 4.3.
Hasil Perhitungan IKM
No Unsur Pelayanan Nilai Unsur Kinerja Unit
Pelayanan Pelayanan

1 lf’rosedur pelayanan 2,05 Kurang baik
2 | Persyaratan pelayanan 2,00 Kurang baik
3 | Kejelasan petugas pelayanan 1,35 Tidak baik
4 | Kedisiplinan petugas pelayanan 2,00 Kurang baik
5 | Tanggung jawab petugas pelayanan 1,62 Tidak baik
6 | Kemampuan petugas pelayanan 2,15 Kurang baik
7 | Kecepatan pelayanan 2,01 Kurang baik
8 | Keadilan mendapatkan pelayanan 1,50 Tidak baik
9 | Kesopanan dan keramahan petugas 2,26 Kurang baik
10 | Kewajaran biaya pelayanan 2,12 Kurang baik
11 | Kepastian biaya pelayanan 1,97 Kurang baik
12 | Kepastian jadwal pelayanan 1,93 Kurang baik
13 | Kenyamanan lingkungan 2,19 Kurang b;':u'k
14 | Keamanan pe]a)-ranan 2,59 Baik

Sumber Data : Tabel Induk
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Berdasarkan tabel tersebut di atas maka perhitungan nilai indeks unit
pelayanannya dihitung sebagai berikut : |
(2,05x0,071) + (2,00 x 0,071) + (1,35 x 0,071 )+ (2,00 x0,071) + (1,62 x 0,071)
+ (219 x 0,071) + (2,01 x 0,071) + (1,50 x 0,071) + (2,26 x 0,071) + (2,12 x
0,071} +(1,90x 0,071) + (1,93 x 0,071) + (2,19 x 0,071)+ (2,58 x 0,071)=1,98
Kesimpulan selanjuinya :
a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 1,98 x 25=49,50
b. Mutu i)elayanan C
C. Kinétja pelayanan : Kurang Baik
Berdasarkan perhitungan atas 14 unsur tersebut Juga dapat dirinci sebagai berikut :”
a. Hanya ada 1 unsur ( 7,14 %) yang kinerjanya termasuk baik;
b. Terdapat 10 unsur (71,43 %) yang kinerjanya kurang baik
¢. Terdapat 2 unsur (21,43 %) yang kinerjanya tidak baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka IKM masing — masing unsur

pada Kantor Samsat Kudus dapat di analisis scbagai berikut :

1. Unsur Prosedur Pelayanan
Mengenai unsur 1 yaitu presedur pelayanan, dari hasil penelitian ini
terlihat bahwa masyarakat masih menilai bahwa prosedur pelayanan pada
Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus adalah Kurang baik (skor = 2.05).
Unsur ini dijabarkan dalam beberapa pertanyaan yang memiliki lmbungan
yang erat satu sama lain dalam hal ini mencakup kemudahan dan

kesederhanaan dalam melakukan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor
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Berkaitan dengan hal tersebut, nampaknya perlu dipikirkan, masalah-
masalah teknis yang mengefektifkan informasi mengenai “apa dan siapa”
petugas yang sedang dihadapi atau harus ditemui oleh masyarakat pembayar

PKB di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus.

4. Unsur Kedisiplinan petugas didalam melakukan pelayanan terhadap

masyarakat

i(esqngguhan pétugas didalam melakukan ~pelayanan  terhadap
masuj-(arakat, terlihat antara lain dari kesungguhan petugas dalam melayani
masyarakat dengan memperhatikan konsistensi waktu kerja. Dalam hal ini
disebut sebagai unsur kedisiplinan petugas pelayanan. Untuk unsur yang
menyangkut perilaku kerja petugas ini pun responden penelitian memberikan
penilaian yang masih kurang baik (skor = 2.00). Hal ini memberikan kesan
bahwa masyarakat masih melihat bahwa para petugas Kantor Bersama Samsat
Kabupaten Kudus belum memenuhi waktu kerja secara konsisten. Boleh jadi
masyarakat masih mengalami harus menunggu petugas yang seharusnya berada
di tempat, atau masih ada kesan mengabaikan efisiensi waktu. Kondisi tersebut
selaras dengan pendapat seorang informan “ Kelihatnnya para petugas kurang
memperhatikan  ketepatan waktu dan sering  menunda pekerjaan.
Kedisiplinannya pertu ditin gkatkan lagi”
Sudah semestinya pefugas memberikan segenap kemampuannya secara
sungguh-sungguh deﬁgan bekerja lebih disiplin guna memberikan kepuasan

pada masyarakat.
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3. Unsur K_éje!asan petugas pelayanan,

Unsur ini merupakan unsur ketiga yaﬁg harus dipenuhi dalam kegiatan
pelayanan pada instansi publik. Nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggung jawab petugas pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten
Kud_us, seharusnya diketahui secara jelas oleh masyarakat pembayar PKB.
Untuk unsur ketiga ini Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus masih
dinilai tidak baik (skor = 1.35) oleh responden. Unsur ini dijabarkan pada
beberaba pertanyaaq antara lain berkaitan dengan tanda pengenal, nama
petugas dan jabatannya. Dar.i_ h_asil pengumpulan data dapat dijelaskan bahwa '
masyarakat banyak yang tidak tahu nama petugas dan jabatannya,
Berdasarkan pengamatan peneliti sebenarnya hampir semua petugas memakat
tanda pengenal. Tetapi nampaknya responden tidak begitu peduli sehingga
setelah tidak berhadap-hadapan dengan petugas para responden menjadi tidak
begitu ingat nama petugas. Namun berdasarkan pengamatan peneliti di tiap-
tiap petugas tidak ditulis bagian tugas masing-masing individu maupun
kelompok. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui secara pasti
tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas. Dari sinilah diperoleh
kesimpulan bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui kejelasan

petugas yang melayani dalam hal ini petugas pelayanan PKB, sebagaimana

komentar scorang informan “ Supaya lebih jelas, lebih baik menggunakan

tanda untuk suatu jabatan dan jangan lupa pakai nama”. Informan lain
mengatakan : “Ada petugas yang seragamnya saja tidak sama, pakai seragam

olah raga, sehingga menjadi kurang jelas tugas dan tanggung jawabnya”

79




Berkaitan dengan hal tersebut, nampaknya perlu dipikirkan, masalah-
masalah teknis yang mengefektifkan informasi mengenai “apa dan siapa”
petugas yang sedang dihadapi atan harus ditemui oleh masyarakat pembayar

PKB di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus.

4. Unsur Kedisiplinan petugas didalam melakukan pelayanan terhadap
masyarakat
Kesupgguhan petugas didalam melakukan pelayanan terhadap
mas_f,.f‘a;akat, terlihat antara lain dari kesungguhan petugas dalam melayani
masyarakat dengan memperhatikan konsistensi waktu kerja. Dalam hal ini
disebut sebagai unsur kedisiplinan petugas pelayanan. Untuk unsur yang
menyangkut perilaku kerja petugas irﬁ pun responden penelitian memberikan
penilaian yang masih kurang baik (skor = 2.00). Hal ini memberikan kesan
bahwa masyarakat masih melihat bahwa para petugas Kantor Bersama Samsat
Kabupaten Kudus belum memenuhi waktu kerja secara konsisten. Boleh jadi
masyarakat masih mengalami harus menunggu petugas yang seharusnya
berada di tempat, atau masih ada kesan mengabaikan efisiensi waktu. Kondisi
tersebut selaras dengan pendapat seoranginforman : “V_f’(elihatannya para
petugas kurang memperhatikan ketepatan waktu dan sering menunda
pekerjaan. Kedisiplinannya perlu ditingkatkan lagi”
Sudah semestinya petugas memberikan segenap kemampuannya secara
sungguh-sungguh dengan bekerja lebih disiplin guna memberikan kepuasan

pada masyarakat.

80




5. Unsur Tanggung jawab petugas pelayanan

Berkaitan dengan unsur ke 4 diatas, terlihat terkait dengan unsur
selanjunya (unsur ke 5) yaitu tanmggung jawab petugas pelayanan.
Kedisiplinan, merupakan manifestasi dari sikap tanggung jawab petugas. Hal
tersebut didukung oleh kesadaran petugas mengenai tugas dan
kewenangannya dalam penyelenggaraan dan  penyelesaian  pelayanan.
Disayangkan, hasil yang diperoleh masih memperlihatkan bahwa keadaan
yang é..da di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus berkaitan dengan
tangéng jawab petugas pelayanan dinilai tidak baik (skor=1.62) oleh
responden. Penilaian terhadap tanggung jawab petugas pelayanan tersebut
dipertegas oleh pendapatan seorang informan bahwa “ Tidak baik, tidak
bertanggung jaowab, petugas kadang terlihat masih menggampangkan
pelayanan, maka tingkatkan lagi”

Apa yang menjadi fanggung jawab dan kewenangan petugas pelayanan
sudah semestinya untuk dijalankan secara professional. Pemahaman terhadap
kewenangan dan tanggung jawab petugas terhadap pekerjaannya menjadi
modal untuk terwujudnya pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pada

masyarakat.

6. Unsur Kemampuan petugas pelayanan

Scbagai unsur ke - 6 , kemampuan petugas pelayanan pada Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus juga masih dinilai kurang baik oleh

responden. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa skor = 2.19, atau kurang
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baik. Hal itu berarti masyarakat masih menilai bahwa tingkat kemampuan,
keahlian dan keterampilan yang ditampilkan oleh petugas pelayanan Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dirasakan belum memadahi. Seorang informan juga memberikan
komentar “ Ketrampilan yang dimiliki petugas kelihatannya masih kurang
karena masih sering konsultasi, tanya-tanya kepada petugas lainnya, ragu-
ragu membuat keputusan, seperti petugas baru. Barangkali untuk petugas

baru perlu diberi pembekalan yang cukup”

Unsur Kecepatan Pelayanan
Sebagai salah satu indikator pelayanan prima, adalah kecepatan
pelayanan. Untuk unsur ke - 7 ini menilai kecepatan pelayanan dari sisi target
waktu pelayanan dan capaiannya. Dari hasil pengumpulan data di lapangan,
responden memberi skor = 2.01 . Skor tersebut menggambarkan penilaian
yang kurang baik terhadap apa yang mercka temui di Kantor Bersama
" Samsat Kabupaten Kudus. Nampaknya masyarakat menilai bahwa petugas
pelayanan di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus, befum mencapai
target waktu sebagaimana ditentukan oleh unit penye_lgnggara pelayanan.
Penilaian masyarakat juga tercermin pada pernyataan seorang informan bahwa
1 “ Kecepatan pelayanan kadang cepat, kadang lama, secara umum kurang

terpenuhi’”.
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8. Unsur Keadilan Mendapatkan Pelayanan

Setiap anggota masyarakat, mempunyai hak untuk memperoleh kualitas
pelayanan yang sama dalam membayar pajak. Oleh karena itu, unsur keadilan
mendapatkan pelayanan, merupakan salah satu indikator yang digunakan
dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat. Dalam penelitian di Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus ini, hasil yang diperoleh pada unsur
keadilan berada pada skor = 1.50, atau tidak baik. Skor tersebut
mengihdikasikan adanya ketidak puasan terkait dengan keadilan yang
dlrasakan masyarakat.

Dari hasil pengumpulan data dan informasi responden adanya
ketidakadilan ini nampak jelas dengan sikap petugas yang m.embedakan antara
masyarakat yang memiliki status sosial dan ekonomi. Petugas dianggap oleh
responden ada kecenderungan membedakan antar individu satu dengan
‘individu lainnya . Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan adanya
perlakuan yang membedakan antara individu dengan status pekerjaan
(PNS/ABRI/Polri dan sejenisnya. Hal itu terbukti sebagaimana pendapat
seorang informan; yaitu “ kadang — kadang membedakan golongan dan status
kalau bisa menggunakan nomor wrut biar adil”. Respond__gfl lain menyatakan “
kadang — kadang bisa membuat kita jengkel”

Masyarakat dalam kapasitas selain tersebut di atas sering merasakan
adaﬁya perbedaan perlakuan dari petugas. Hal ini diperkuat dengan tidak
menggunakannya nomor urut dalam pengurusan PKB.Dengan tidak adanya

nomor urut ini pula yang menjadikan petugas sering mandahulukan orang
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dengan kapasitas yang menurut petugas menguntungkan untuk didahulukan

meski mereka datangnya lebih akhir ketimbang masyarakat biasa.

Unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan

Pada dasarnya, setiap individu menginginkan untuk diterima dengan
penerimaan tulus, yang muncul dalam sikap ramah dan sopan. Kesopanan
dan keramahan petugas pelayanan, juga menggambarkan penghargaan
terhadép masyarakat yang harus dilayaninya. Tetapi yang dirasakan oleh para
resp;mden, dalam hal ini pembayar PKB di Kantor Bersama Samsat
Kabupaten Kudus adalah sikap yang seharusnya dapat lebih sopan dan ramah
lagi, karena saat ini responden menilai unsur ini dengan skor =2.26. Dari hasil
perhitungan IKM ini dapat disimpulkan bahwa kesopanan dan keramahan
petugas pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus dirasa oleh
responden masih kurang baik,

Unsur kesopanan dan keramahan ini dapat dijelaskan dengan adanya
sikap petugas yang dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen yaitu sikap
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dengan melayani masyarakat secara
sopan dan ramah. Apa yang menjadi keinginan masyarakat adalah adanya rasa
puas masyarakat dengan suasana yang dirasa nyaman dengan mendapatkan
tanggapan yang menyenangkan ciari petugas pelayanan. Harapan dan penilaian
masyarakat tercermin pada pendapat seorang informan “Kesopanan dan
keramahan pegawai perlu ditingkatkan, dengan memberi s;rlam selamat

pagi/siang akan lebih baik”
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10, Unsur Kewajaran Biaya Pelayanan

Kewajaran biaya pelayanan, menyangkut keterjangkauan masyarakat
terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan dalam hal ini
Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus. Sebenarnya, mengenai masalah
biaya tersebut sudah diketahui dan dipahami oleh para pengguna kendaraan
bermotor. Tetapi bagaimana pun pada kenyataannya responden masih
menganggap bahwa untuk unsur ke 10 ini, mereka Juga masih menilai kurang
baik (ékor =2.12). Artinya masyarakat masih menganggap bahwa biaya yang
diteiapkan tergolong cukup tinggi, diukur dari keterjangkauan masyarakat,
Hal itu terbukti sebagaimana pendapat seorang informan “ Bigya masih cukup
mahal bagi rakyat kecil seperti saya”. Informan lain menyatakan “Perlu
adanya pemikiran untuk masyarakat menengah ke bawah dengan adanya
tambahan biaya misalnya : cek fisik pendaftaran tiap tahun, BPKB, biaya
administrasi™

Kesimpulan yang dapat diambil berkaitan dengan kewajaran biaya
pada pelayanan pembayaran PKB adalah pentingnya organisasi meninjau
kembali kebijakan yang telah ditetapkan. Upaya ini tentunya harus dilakukan

terus — menerus agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terwujud.

11. Unsur Kepastian Biaya Pelayanan

Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah, adanya anggapan
masyarakat yang menilai bahwa biaya yang dipungut oleh Kantor Bersama

Samsat atau dibayar oleh masyarakat seringkali tidak sesuai dengan besaran




yang sudah ditetapkan secara resmi. Hasil yang diperoleh di Kantor Bersama
Samsat Kabupaten Kudus, justru mengindikasikan hal tersebut. Responden
memberikan skor = 1.97 yang berarti kurang baik terhadap unsur kepastian
biaya pelayanan. Seorang informan Jjuga menyatakan “ Biaya masih ada
yang tidak pas dengan peraturan resmi dan tidak semua biaya tercantum
dalam kuitansi. Untuk kepastian/kesesuaiannya alangkah baiknya apabila
semua pungutan disertai dengan kuitansi yang jelas”

Sama halnya dengan unsur kewajaran biaya pelayanan, unsure kepastian
bia);a pelayanan ini dianggap oleh responden masih jauh dari harapan.
Indikasi ini merupakan hal penting untuk mengetahui adanya petugas“ nlaupun
organisasi yang seringkali memungut biaya diluar biaya resmi yang sudah
dirasa masyarakat kurang sesuai. Biaya — biaya dengan besaran yang telah
ditetapkan oleh organisasi dirasa oleh responden seringkali tidak sesuai dalam
kenyataann di lapangan. Masih banyak biaya yang menjadikaﬁ resah bagi
masyarakat . namun masyarakat tidak bisa berbuat banyak hal ini dapat
dimaklumi bahwa masyarkat menerima saja agar dapat melakukan

pengurusan PKB dengan lancar.

12. Unsur Kepastian Jadwal Pelayanan
Hal yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan adalah
bukan hanya pelayanan cepat, tetapi mu.ngkin lebih dari itu adalah kepastian
jadwal. Cepat ataul memakan waktu, dapat diterima apabila ada kepastian.

Dalam hal ini masyarakat nampaknya masih menilai mutu pelayanan dalam
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hal ketepatan atau kepastian jadwal  belum baik. Skor = 1.93,
mengindikasikan penilaian yang kurang baik terhadap kepastian jadwal
pelayanan. Kepastian jadwal tersebut bukan hanya terkait dengan kecepatan
pelayanan, tetapi nampaknya juga terkait dengan tanggung jawab dan
kemampuan petugas pelayananan, sebagaimana harapan dan pendapat
seorang informan “Ketepatan waktu masih perlu ditingkatkan supaya tidak

terlalu molor dan tidak wirg-wiri”

13. Unsur Kenyamanan Lingkungan Pelayanan

Meskipun tidak terkait langsung dengan kegiatan masyarakat dalam
membayar pajak, akan tetapi lingkungan tempat dimana masyarakat datang
untulk menjalankan kegiatan tersebut, mempunyai pengaruh yang relevan.
Kenyamanan lingkungan, menyangkut kebersihan. kerapian dan keteraturan
Sarana prasarana yang ada, memberikan situasi psikologis yang positif.
Keharusan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, tidak dirasakan
sckedar sebagai beban yang membosankan, tetapi juga mempunyai nilai
rekreatif yang memberikan rasa tenang dan puas. Untuk unsur ke 13 ini,
responden memberikan skor = 2.19 atau kurang b?ik kepada Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus. Dengan demikian, unsur tersebut juga
belum memenuhi standar kepuasan masyarakat. Hal itu terbukti pendapat
seorang infc;nnan “ Masih perlu diperbaiki dan ditingkathan karena

merupakan kantor pemerintah dan digunakan hanya pada Jam-jam terteniu”
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14. Unsur Keamanan Lingkungan Pelayanan
Terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara
pelayanan, juga keandalan dari sarana yang digunakan, diharapkan juga
memenuhi  harapan masyarakat. Satu-satunya umsur yang memperoleh
penilaian baik oleh responden adalah unsur keamanan pelayanan,
Setidaknya skor = 2.59, meskipun tidak tergolong tinggi, tetapi sudah
mengindikasikan penilaian yang baik oleh masyarakat.

& Menyangkut keamanan ini yang perlu menjadi catatan adalah masih
ter&apatnya calo yang mondar-mandiv menawarkan jasa yang seringkali
meresahkan ma;y;rakat. Sisi lain adalah adanya petugas keamanan yang
dinilai memberikan kontribusi keamanan termasuk di dalamnya petugas
parkir. Masyarakat sejauh ini dengan diwakili oleh 150 responden secara
umum merasa aman dalam melakukan pengurusan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus. Walaupun
unsur ini relatif mendapat nilai baik namun juga belum terlalu mamuaskan
masyarakat sebagaimana pendapat seorang informan “ Masih membuat
khawatir karena masih ada lalu lalang orang yang tidak berkepentingan

seperti penjual barang, makanan, dil.”

Dari keempat belas unsur pengendali mutu pelayanan public yang
“relevan, valid” dan “reliabel” sesuai dengan Keputusan Men.PAN Nomor : 25 /
KEP / M.PAN / 2 / 2004, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), secara. keseluruhan dalam
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penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan babwa penilaian masyarakat
terhadap pelayanan Kantor Bersama Samsat kabupaten Kudus masih rendah, Hal
tersebut disimpulkan dari hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )
= 49.50. Apabila dirujukkan pada klasifikasi Indeks Kepuasan Masyarakat , maka

skor yang dicapai melalui penelitian ini, tergolong pada kriteria “kurang baik”.

D. Diskusi

Kegiatan pelayanan publik merupakan sesuatu yang kompleks yang

~ melibatkan banyak unsur dan juga dipengaruhi kebutuhan pihak yang dilayani

dalam hal ini masyarakat pengguna jasa. Berkaitan dengan kegiatan pelayanan

~ pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus khususnya pelayanan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) masih ada beberapa catatan penting sebagai bahan
perenungan. Dari hasil pengamatan peneliti, ditengarai banyak permasalahan
yang penting untuk dikaji. Beberapa permasalahan yang mendasar dari hasil
pengamatan langsung di lapangan oleh peneliti, ditemukan masalah dalam hal ini
berkaitan dengan kepuasan masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan.
Permasalahan kepuasan masyarakat dalam hal ini wajib pajak Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama Samsat Kabupateﬂ Kudus dianalisis
dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan
Keputusan Men.PAN Nomor : KEP / 25 / M.PAN / 2 / 2004, yang di dalamnya
tercakup 14 unsur sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran

indeks kepuasan.
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Berdasarkan data seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan yang
menunjukkan pelayanan yang ada pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus
belum sepenubnya mencapai kualitas sesuai dengan aturan yang berlaku dan
kepuasan Wajib Pajak secara optimal. Setelah dilakukan penelitian dengan
mengumpulkan data yang dirasa relevan, peneliti mendapatkan cukup informasi
sebagai dasar melakukan analisis selanjutnya. Analisis yang peneliti lakukan
mencakup -beberapa langkah yang pada akhirnya peneliti melakukan analisis
dengan mémbandingkan beberapa konsep pelayanan dari beberapa pendapat ahli.

]éérdasar hasil pengumpulan data sebagai langkah pensting dalam
penelitian, pelaksanaan pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten
Kudus khususnya pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditakukan dengan
menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Guna mendapatkan informasi
lengkap berkaitan dengan kepuasan masyarakat, peneliti mengumpulkan berbagai
informasi dengan melakukan kajian melalui penyebaran kuesioner pada 150
responden dengan kriteria seperti pada bahasan metodolgi penelitian. Responden
dalam penelitian ini adalah masyarakat yang secara langsung melakukan
pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama Samsat
Kabupaten Kudus. Kuesioner atau daftar pertanyaan yang djgusun oleh peneliti
adalah untuk menggali informasi sesuai dengan alur pikir dalam penelitian ini.

Beberapa hal penting berkaitan dengan permasalahan dan hasil
pengumpulan data berupa jawaban daftar pertanyaan dari responden, di dapat
beberapa informasi yang secara jelas dipaparkan pada sub bab analisis data. Dari

hasil bahasan pada sub bab sebelumnya, secara jelas dan lengkap gambaran
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masalah dan solusi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi aplikatif dan
teoritis. Sebagai kajian lapangan tentunya semua fenomena yang ditangkap secara
langsung maupun tidak langsung oleh peneliti menjadi kajian dan dasar utama
dalam melakukan pembahasan lebih jauh. Bahasan secara konseptual pada sub
bab diskusi ini akan mengelompokkan masalah krusial yang memerlukan
perhatian. Masalah yang merupakan referensi aplikatif bagi Kantor Bersama
Samsat Kabupaten Kudus dan pemerkaya konsep keilmuan dalamn wacana
akademik terutama berkaitan dengan konsep pelayanan publik.

Darl hasil analisis data, secara wmum pelayanan kepada masyarakat dalam
hal ini wajib pajak sebagai konsumen pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten
Kudus masih merasa kurang baik. Dengan tidak mengesampingkan apa yang
sudah baik dalam kegiatan pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten
Kudus, berikut penjelasan dan bahasan secara lengkap berkaitan dengan kegiatan
pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus dengan menganalisis
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil analisis data pada bahasan sebelumnya
memberikan kerangka berpikir bagi peneliti untuk dapat memberikan acuan
analisis teoritis dan empiris pada penelitian ini.

Sesuai dengan alur pikir dan metode dalam penelitian ini, keempat belas
unsur tersebut telah dilakukan analisis berdasar hasil pengumpulan data dari 150
responden. Beberapa informasi berkaitan dengan kajian keempatbelas item
kualitas pelayanan tersebut dapat di jelaskan pada analisis berikut
pembahasannya.

Berkaitan dengan prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan
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pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur
pelayanan. Dapat disimpulkan secara umum bahwa alur pelayanan pada Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus dirasa kurang baik, berbelit — belit. Layanan
dalam memberikan kemudahan dalam proses pelayanan merupakan hal pénting
sebagai salah satu unsur pelayanan. Pokok masalah kemudahan proses dalam
pelayanan di katakan oleh Kaufiman (dalam Thoha, 1998:101) yang menyatakan
bahwa:

Tuéas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat,
dimana tugas pelayanan lebih menekankan pada upaya mendahulukan
kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat proses
pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik,
sedangkan tugas mengatur lebih menekankan pada kekuasaan atau power
yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Sudah semestinya Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus sebagai
instansi publik menjalankan pelayanan yang memberikan kepuasan pada
masyarakat sebagai konsumen yang memberi kontribusi kepada kelangsungan
organisasi.

Berkaitan dengan persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya; di rasa memberatkan masyarakat. Banya!; persyaratan yang
dianggap oleh responden justru membuat pelayanan dirasakan kurang
memuaskan.

Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung

jawabnya); Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus kejelasan tugas dan
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tanggung jawab petugas pelayanan tidak jelas karena di masing-masing
bagian/kelompok kerja di mana petugas berada tidak diberi tulisan yang mudah
dilihat dan dipahami olen konsumen/masyarakat, walaupun hampir semua petugas
sudah menggunakan identitas. Dari hal tersebut membawa konsekuensi pada
banyaknya masyarakat yang tahu nama petugas pelayanan sekaligus kewenangan
dan tanggung jawab secara pasti.

Unsur kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberik;m pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentua:ﬁ yang berlaku. Beberapa hal yang perfu menjadi catatan berkaitan
dengan permasalahan tersebut di atas adalah kedisiplinan berkaitan dengan waktu
pelayanan. Waktu pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabuﬁaten Kudus
masih dirasa kurang disiplin dijalankan oleh petugas.

Kompleksitas fungsi pelayanan melibatkan juga masalah tanggung jawab
petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Pada kenyataan yang ada di
lapangan hal ini oleh responden dirasa kurang baik. Catatan yang penting adalah
adanya kejelasan secara organisatoris berkaitan dengan kewenangan agar tidak
tumpang tindih dalam pelaksanaanya. Koordinasi meme.gang_”peran kunci dalam
menjalankan tanggung jawab dan kewenangan baik bagi petugas maupun
organisasi.

Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada

masyarakat;, Dari hasil analisis data terlihat kondisi petugas pelayanan pada




Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus hendaknya lebih meningkatkan
kemampuan dan keahlian berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Lebih
Jjauh kemampuan petugas ini di harapkan dapat memberikan kepuasan masyarakat
dalam pengurusan Pajak Kendaraan bermotor (PKB). Bukan sebaliknya justru
memberikan kesan petugas tidak memiliki kemampuan profesional terutama
dalam hal pelayanaan. Unsur kemampuan petugas dalam penguasaan teknologi
hendaknya lebih diarahkan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam
kegiatan p;:layanan wajib pajak.

E;eberapa hal tersebut di atas merupakan suatu kenyataan yang sekaligus
sesuai dengan konsep tentang membangun kualitas pelayanan. Mengutip pendapat
Thoha (1995:181) mengatakan bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh dua
hal yaitu :

a.individual faktor.
b.faktor sistem.

Jika dibandingkan dengan kedua pendapat terdahulu, maka pendapat
Thoha ini tidak jauh berbeda. Bahwa individual faktor yaitu faktor-faktor yang
berkaitan dengan individu meliputi kemampuan dan keterampilan, kesadaran,
pendapatan, budaya organisasi, serta individu yang terlatih. Kemudian faktor
sistem berkaitan dengan aturan, prosedur, sarana, prasarana, kesinambungan
perbaikan dan kejelasan tujuan organisasi. Konsepl tentang faktor penentu
kualitas pelayanan, disebutkan sesuai INFO PAN Nomor 8 Tahun 1992 (dalam
Rony, 2001:11) mengatakan bahwa pelayanan yang baik/berkualitas ditentukan

oleh :
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a. Sence of publik service yaitu kesadaran untuk melayani.
b. Kemampuan dan keterampilan petugas.

Faktor kesadaran/sense of publik service dalam pelayanan publik, agar
aparat pelayanan betul-betul menyadari dirinya akan arti penting pelayanan dan
menyadari bahwa pemerintah ada adalah untuk memberi pelayanan kepada
masyarakat, sehingga aparatur pemerintah sering pula disebut "pelayan
masyarakat” (Wasistiono,2002:48).

Be;kaitan dengan kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat
diselesaﬁcan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara
pelayanan masih perlu menjadi perhatian Kantor Bersama Samsat Kabupaten
Kudus. Beberapa hal berkaitan dengan permasalahan tersebut dari hasil
pengumpulan dan analisis data dari responden, di dapatkan inforfmasi yang perlu
menjadi perhatian Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus . Hal penting yang
perlu untuk dibenahi berkaitan dengan kecepatan pelayanan pada Kantor Bersama
Samsat Kabupaten Kudus khususnya berkaitan dengan pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) adalah tugas pemeriksa dan pemrosesan agar lebih
menckankan koordinasi guna mencapai hasil pelayanan pada wajib pajak tepat
waktu, Kriteria ini pula yang harus menjadi perhatian bagi petugas pemeriksa agar
lebih dapat mengkomunikasikan pada wajib pajak dalam hal kelengkapan yang
diperlukan buntuk pengurusan pajak dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus.

Dari sisi keadilaﬁ mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; Proses
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pelayanan pada masyarakat wajib pajak merupakan hal yang banyak memerlukan
perhatian secara khusus bagi Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus
khususnya berkaitan dengan keadilan dalam melayani wajib pajak. Keadilan yang
di harapkan oleh responden sebagai wajib pajak adalah keadilan dalam melayani
secara prosedural tanpa melihat golongan, jenis organisasi, besarnya tanggungan
pajak dan lain - lain. Keadilan dalam pelayanan pada wajib pajak ini bermuara
pada unsur kesamaan dalam mendapatkan pelayanan.

Sec“ara kongkrit adanya ketidakadilan ini terletak pada antrian yang tidak
jelas dar‘l. kedekatan antara konsume_r} Qengan petugas. Unsur kedekatan ini yang
Justru memberi kesan yang kurang adil bagi masing-masing orang yang
melakukan pengurusan pajak. Mungkin hal ini tidak terjadi setiap saat, namun hal
ini patut menjadi perhatian berkaitan dengan bagaimana membuat wajib pajak
merasa diperlakukan sama oleh petugas yang tentunya lebih ke arah pelayanan
yang memuaskan. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilakn
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
ramah serta saling menghargai dan menghormati;

Tidak jauh berbeda dengan pokok masalah yang berkaitan dengan
keadilan pelayanan. Sikap petugas secara umum dikatakan oleh semua subjek
dalam penelitian ini dirasa kurang baik dan kurang memuaskan Dari hal tersebut,
dapat dijadikan wacana bagi Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus bahwa
penting sekali adanya penekanan pada pembawaan petugas agar lebih ramah dan
sopan . |

Menurut pendapat beberapa orang penulis bahwa banyak faktor yang
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berpengaruh dalam pelayanan yang berkualitas. Moenir (2000:88) mengatakan
ada enam faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan umum/publik yaitu:
a. faktor kesadaran aparat yang bertugas di instansi pelayanan.
b. faktor aturan yang melandasi aktivitas pelayanan, yang meliputi :
- Kewenangan,
- Pengetahuan dan pengalaman.
- Pemahaman oleh pelaksana,
- Disiplin dalam pelaksanaan.
c. f;ktor organisasi, meliputi :
- Sistem.
- Prosedur.
- . Metode.

Konsep tersebut menyiratkan beberapa hal tersebut di atas merupakan
faktor penting bagi suatu organisasi guna memberikan kepuasan kepada
pelanggan dalam hal ini masyarakat.

Berkaitan dengan kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan
masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. Secara
umum biaya yang dikenakan dalam pengurusan Pajak Kendaraan bermotor (PKB)
kurang sesuai dengan peraturan, masih ada biaya yang dipungut diluar aturan
dalam proses pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus. Sejalan
dengan hal tersebut, kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;. Kepastian biaya pelayanan

pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus menurut - responden dalam
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penelitian ini dirasa kurang sesuai dengan aturan yang di tetapkan Seringkali
responden tidak mengerti adanya biaya tambahan diluar ketentuan yang diketahui
oleh responden

Faktor kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan,
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Secara umum kepastian jadwal
pelayanan menurut responden kurang sésuai dengan aturan. jadwal pelayanan..
Hal penting yang perlu menjadi catatan adalah peningkatan disiplin kerja dari

beberapanpetugas yang mungkin hanya sebagian kecil namun demikian ini penting

- guna citra baik Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus. Hal lain yang perlu

menjadi perhatian agar tidak terjadi salah pemahaman antara wajib pajak dan
Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudﬁs berkaitan dengan keterlambatan
beberapa pengurusan. Keterlambatan perlu segera dibenahi baik dengan cara
menjelaskan pada wajib pajak alasan keterlambatan maupun pemahaman tentang
proses pelayanan itu sendiri secara jelas dan lengkap.

Unsur kenyamanan lingkungan, meliputi kondisi sarana dan prasarana
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan. Kondisi sarana dan prasarana secara umum pada
Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus dirasa olqh responden kurang
memadahi, Kebersihan, kerapian dan keteraturan dirasa subjek perlu untuk
dibenahi. Tempat parkir cukup {uas dan dirasa aman oleh responden.

Dari segi keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan
linglkungan unit penf,felenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan.

sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap
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resiko-resiko yang diakibatkan dan pelaksanaan pelayanan. Secara umum
keamanan seperti halnya pada penjelasan point di atas, sudah cukup memadai.
Wajib pajak dalam hal ini diwakili oleh responden merasa keamanan ferjaga.
Keamanan dalam hal ini meliputi keamanan parkir, tempat atau loket pengurusan
dan tempat lingkungan Kanitor Bersama Samsat Kabupaten Kudus .

Apabila dicermati secara menyeluruh apa yang menjadi unsur penting
sebagai penentu kepuasan masyarakat pada kegiatan pelayanan organisasi publik,
menjadi ;vacana penting terutama berkaitan dengan kegiatan manajemen publik.
Bebera;).a konsep pelayanan dengan faktor penentu kepuasan bagi konsumen
datam tiap organisasi tefah banyak dipaparkan oleh beberapa ahli. Konsep para
ahli ini pada perkembangannya menjadi acuan bagi konseptor organisasi. Dalam
permasalahan ini, terutama berkaitan dengan pelayanan pada organisasi publik,
telah ditetapkan aturan baku pelayanan yang diharapkan memberi kepuasan bagi
masyarakat. Aturan baku yang terbaru bagi kegiatan pelayanan di organisasi

publik ditetapkan melalui Keputusan Men PAN Nomor : 25 / KEP / MPAN/ 2/

2004, yang di dalamnya menentukan kriteria pelayanan menjadi 14 unsur yang

“relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk
dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Keempg;F belas unsur yang
meliputi ;

1. Prosedur pelayanar,

2. Persyaratan Pelayanan,

3. Kejelasan petﬁgas pelayanan,

4. Kedisiplinan petugas pelayanan,
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3. Tanggungjawab petugas pelayanan,
6. Kemampuan petugas pelayanan,
7. Kecepatan pelayanan,

8. Keadilan mendapatkan pelayanan,

e

Kesopanan dan keramahan petugas,
10. Kewajaran biaya pelayanan,
11. Kepastian biaya pelayanan,
12. K-épastian Jjadwal pelayanan,
13.-“Kenyamanan lingkungan,
14. Keamanan Pelayanan,

Keempat belas ukuran bake sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat inilah
yang mesti dikembangkan pada orgamisasi publik dan secara terus — menerus
dibenahi guna memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dari hasil analisis data
pada sub bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasit pengukuran IKM pada
Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus dirasa kuraﬁg baik.

Konsekuensi logis dari adanya ketidakpuasan masyarakat akan dapat
membawa dampak burnk bagi organisasi dalam hal ini Kantor Bersama Samsat
Kabupaten Kudus. Masyarakat yang merasa tidak puas secara psikologi akan
merasa tertekan. Tindakan selanjuinya adalah mengeluh dan mempunyai hasrat
untuk mengajukan keluhan. Penanganan keluhan yang efektif dapat menimbulkan
pengaruh yang kuat pada tingkat refention konsumen, menangkis merebaknya
pemberitaan yang tidak baik dan memperbaiki kinerja lini bawah (Me Collough

and Bharadwaj, 1992, h.40). Namun yang terjadi adalah tidak semua konsumen
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melakukan keluhan terhadap organisasi ketika mengalami ketidakpuasan, Hal ini
menjadi perhatian yang khusus bagi manajemen untuk beberapa alasan. Pertama,
organisasi kehilangan kesempatan uniuk memperbaiki permasalahan yang ada
dan mempertahankan konsumen. Kedua, reputasi organisasi dapat dirusak oleh
pemberitaan negatif dari muiut ke mulut karena konsumen yang tidak terpuaskan,
schingga dapat menimbulkan kehilangan konsumen potensial dan konsumen yang
ada (Tjiptono, 2002:161). Ketidakpuasan konsumen tidak selalu diwujudkan
dengan léeluhan, maka ketidakpuasan konsuxﬁen diukur melalui besarnya hasrat
untuk mengeluh. Salah satu indikator kepuasan menjadi penurunan atau kecilnya
hasrat untuk melakukan keluhan (Tjiptono, 2002:155).
Apabila masyarakat dalam hal ini wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) pada Kanfor Bersama Samsat Kabupaten Kudus merasakan adanya
kepuasan,maka akan membawa keuntungan bagi organisasi penyelenggara
. pelayanan. Keuntungan bagi Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus
mencakup banyak hal. Menguntip pendapat Le Blank & Nguyen (1998, h.4)
secara lengkap menjelaskan indikator kepuasan konsumen yang menggunakan
jasa akan membawa konsekuensi yaitu
a. Adanya hasrat pembelian wulang : minat memjlih. kembali
penggunaan jasa perbankan, intensitas/frekuensi kehadiran.
b. Kecilnya hasrat untuk mengajukan keluhan : jumlahnya banyaknya
aduan, Tespon suara, respon pribadi, respon pthak ketiga. Respon suara
merupakan usaha untuk menyampaikan keluhan secara langsung dan

atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan.
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Respon pribadi antara lain memperingatkan atau memberitahu kolega,
teman, atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan jésa atau
perusahaan yang bersangkutan. Respon pihak ketiga meliputi usaha
meminta ganti mgi secara hukum; mengadu iewat media massa, atau

secara langsung mendatangi instansi hukum, dan sebagainya.

. Rekomendasi ke orang lain : pemyataan positif ke orang lain selama

atau setelah menggunakan jasa perbankan.

Adanya rasa bangga pada diri nasabah setelah menggunakan atau

mengkonsumsi produk atau jasa pada perusahaan fersebut yaitu rasa
aman dan bangga bertransaksi yang digambarkan dengan jumiah dana

disimpan makin bertambah dan pergerakan saldo rekening yang aktif.

. Rasa ingin tetap mematuhi peraturan yang ada: mematuhi setiap

perubahan baik sistem maupun biaya yang timbul tanpa keluhan.
Setia sebagai nasabah vyaitu waktu/lama menjadi nasabah dan

menggunakan lebih dan satu produk perbankan.

. Adanya Kepercayaan terhadap perusahaan yaitu keyakinan akan

kredibilitas/reputasi perusahaan.

Adanya hasrat penggunaan jasa , kecilnya hasrat mengajukan keluhan,
rekomendasi ke oraug lain, ada rasa bangga pada diri konsumen, rasa ingin tetap
mematuhi peraturan yang ada, setia sebagai konsumen, dan adanya kepercayaan
terhadap organisasi pelayanan inilah yang menjadi acnan tercapainya pelayanan

yang berkualitas.
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BABY

PENUTUP

A. Simpulan

Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus scbagai organisasi pelayanan
publik di dalamnya mencakup beberapa jenis kegiatan pelayanan, salah satunya
adalah pcm_bﬁyaran Pajak Kendaraan Bermotor, baik perorangan maupun organisasi,
Arah kegiatan pelayanan adalah memberikan kepuasan pada masyarakat dalam hal ini
wajib pajak. Seluruh kegiatan pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten
Kudus diarahkan guna memberikan pelayanan masyarakat yang secara langsung
memberikan kontribusi pendapatan. Pendapatan dari pajak inilah yang mendukung
kegiatan pembangunan. |

Berkaitan dengan pelayanan yang diarahkan guna memberikan kepuasan bagi
masyarakat dalam hal ini wajib pajak, telah ditetapkan Aturan baku yang terbaru bagi
kegiatan pelayanan di organisasi publik ditetapkan melalui Keputusan Men.PAN
Nomor : 25 / KEP / M.PAN / 2 / 2004, yang di dalamnya menentukan kriteria
pelayanan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan "refiabel ", sebagai unsur
minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasar hasil kajian melalui penelitian yang dilakukan pada Kantor Bersama
Samsat Kabupaten Kudus berkaitan dengan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), didapatkan beberapa pokok penting sebagai kesimpulan. Dalam penelitian
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yang mengunakan metode kuantitatif guna menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM), dilakukan pembagian kuesioner untuk diisi oleh 150 resﬁonden. Dari hasil
pengumpulan data diperoleh kesimpulan bahwa responden merasa bahwa, pelayanan
pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus dirasa kurang baik dengan nilai
konversi IKM sebesar 49.50.atan nilai interval IKM sebesar 1,98.

Dengan tidak mengesampingkan apa yang sudah baik dalam kegiatan
pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus sesuai dengan pengukuran
terhadap 14 unsur yang menjadi indikator pengukuran IKM, ada beberapa hal yang
menjadi kesimpulan sebagai gambaran sebagai berikut :

1. ‘Terdapat 3 (tiga) unsur (21,43 %) dinilai oleh responden dengan kategori tidak
baik, dan merupakan penilaian yang paling rendah. Ketiga unsur tersebut adalah :
a. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggung jawabnya); Untuk unsur ketiga ini Kantor Bersama Samsat
Kabupaten Kudus masih dinilai tidak baik (skor = 1.35) oleh
responden. Nampaknya perlu dipikirkan, masalah-masalah teknis yang
mengefektifkan informasi mengenai “apa dan -siapa” petugas yang
sedang dihadapi atau harus ditemui oleh masyarakat pembayar PKB di

Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus.
b. Kompleksitas fungsi pelayanan melibatkan juga masalah tanggung
jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung

jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
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Kedisiplinan, merupakan manifestasi dari sikap tanggung jawab
petugas. Hal tersebut didukung oleh kesadaran ‘petugas mengenai
tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pajak. Disayangkan, hasil yang diperolch, masih memperlihatkan
keadaan yang ada di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus
berkaitan dengan tanggung jawab petugas pelayanan dinilai tidak
-baik (skor = 1.62) oleh responden.

¢. Dari sisi keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan
pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat
yang dilayani; Dalam penelitian di Kantor Bersama Samsat Kabupaten
Kudus ini, hasil yang diperoleh pada unsur keadilan berada pada skor
= 1.50, atau tidak baik. Skor tersebut mengindikasikan adanya
ketidak puasan terkait dengan keadilan yang dirasakan masyarakat.

2. Sebanyak 10 (sepuluh) unsur (71,43 %) dinilai oleh responden dengan
kategori kurang baik, yaitu :

a. Berkaitan dengan prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi
kesederhanaan alur pelayanan. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa
masyarakat masih menilai kurang baik (skor = 2.05). Hal tersebut
berarti masyarakat masih menilai bahwa prosedur pelayanan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) masih kurang memenuhi harapan akan
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kemudahannya. Boleh jadi, masih dirasakan adanya alur birokrasi

yang seharusnya dapat lebih disederhanakan.

. Berkaitan dengan persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan

administratif yang  diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai
dengan jenis pelayanannya; di rasa tidak memberatkan masyarakat.

Unsur persyaratan pelayanan, diharapkan tidak memberatkan bagi

-pembayar pajak. Hal tersebut sangat dapat dimengerti, karena

' bagaimanapun masyarakat pembayar PKB adalah mereka yang dengan

kesadaran memenuhi tanggung jawab datang ke Kantor Bersama
Samsat. Sehingga mereka tidak ingin terbebani lagi dengan berbagai
persyaratan teknis atau pun administratif. Penelitian ini menunjukkan
bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur ini juga masih kurang

baik (skor = 2.00).

. Unsur kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas

dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu
kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk unsur yang menyangkut
perilaku kerja petugas ini pun responden penelitian memberikan
penilaian yang masih kurang baik (skor = 2.00). Hal ini memberikan
kesan bahwa masyarakat masih melihat bahwa para petugas Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus belum memenuhi waktu kerja

secara konsisten. Boleh jadi masyarakat masih mengalami harus
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menunggu petugas yang seharusnya berada di tempat, atau masih ada

kesan mengabaikan efisiensi waktu.

. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan
keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat;, Dalam penelitian ini, terlihat bahwa
skor = 2.19, atau kurang baik. Hal itu berarti masyarakat masih

-menilai bahwa tingkat keahlian dan keterampilan yang ditampilkan

- oleh petugas pelayanan kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum dirasakan
opiimal.

Berkaitan dengan kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan

dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit

penyclenggara pelayanan. Sebagai salah satu indikator pelayanan
prima, adalah kecepatan pelayanan. Untuk unsur ke 7 ini, responden
memberi skor = 2.01. Skor tersebut menggambarkan penilajian yang
kurang baik terhadap apa yang mercka temui di Kantor Bersama

Samsat Kabupaten Kudus., Nampaknya masyarakat menilai bahwa

petugas pelayanan di kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus,

belum mencapai target waktu sebagaimana ditentukan oleh unit
penyelenggara pelayanan.

Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
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ramah serta saling menghargai dan menghormati; Pada dasarnya,
setiap individu menginginkan untuk diterima dengan penerimaan
tulus, yang muncul dalam sikap ramah dan sopan. Kesopanan dan
keramahan petugas pelayanan, juga menggambarkan penghargaan
terhadap masyarakat yang harus dilayaninya. Tetapi yang dirasakan

oleh para responden, dalam hal ini pembayar PKB di Kantor Bersama

- Samsat Kabupaten Kudus adalah sikap yang seharusnya dapat lebih

sopan dan ramah lagi, karena saat ini responden menilai unsur ini

dengan skor = 2.26.

. Berkaitan dengan kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan

masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit
pelayanan. Kewajaran biaya pelayanan, menyangkut
keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan
oleh unit pelayanan. Sebenarnya, mengenai masalah biaya tersebut
sudah diketahui dan dipahami oleh para pengguna kendaraan
bermotor. Tetapi bagaimana pun pada kenyataannya responden masih
menganggap bahwa untuk unsur ke 10 ini, mereka juga masih menilai
kurang baik (skor = 2.12). Artinya masyarakat masih menganggap
bahwa biaya yang ditetapkan tergolong cukup tinggi, diukur dari

keterjangkauan masyarakat.

. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;.Hal yang cukup
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mengkhawatirkan adalah, adanya anggapan masyarakat yang menilai
bahwa biaya yang dipungut oleh Kantor Bersama Samsat atau dibayar
oleh masyarakat seringkali tidak sesuai dengan besaran yang sudah
ditetapkan secara resmi. Hasil yang diperoleh di Kantor Bersama
Samsat Kabupaten Kudus, justru mengindikasikan hal tersebut.
Responden memberikan skor = 1.97 yang berarti kurang baik terhadap
-unsur kepastian biaya pelayanan.

Faktor kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu
pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal yang
menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan adalah bukan
hanya pelayanan cepat, tetapi mungkin lebih dari itu adalah kepastian
jadual. Cepat atan memakan waktu, sangat dapat diterima apabila ada
kepastian. Dalam hal ini masyarakat nampaknya masih menilai mutu
pelayanan dalam hal ketepatan atan kepastian belum baik. Skor = 1.93,
mengindikasikan penilaian yang kurang baik terhadap kepastian jadual
pelayanan. Kepastian jadual tersebut bukan hanya terkait dengan
kecepatan pelayanan, tetapi nampaknya juga terkait dengan tanggung
jawab dan kemampuan petugas pelayananan.

Unsur kenyamanan lingkungan, meliputi kondisi sarana dan prasarana
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur schingga dapat memberikan
rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Meskipun tidak terkait

langsung dengan kegiatan masyarakat dalam membayar pajak, akan
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tetapt lingkungan tempat dimana masyarakat datang untuk
menjalankan kegiatan tersebut, mempunyai pengéruh yang relevan.
Kenyamanan lingkungan, menyangkut kebersihan, kerapian dan
keteraturan sarana prasarana yang ada, memberikan situasi psikologis
yang positif. Kebarusan untuk melaksanakan kewajiban membayar
pajak, tidak dirasakan sekadar sebagai beban yang membosankan,
-tetapi juga mempunyai nilai rekreatif yang memberikan rasa tenang
dan puas. Untuk unsur ke 13 ini, responden memberikan skor = 2.19
atau kurang baik kepada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus.
Dengan demikian, unsur yang satu rtersebut juga belum memenuhi
standar kepuasan masyarakat.

3. Satu-satunya unsur (7,14 %) yang mendapatkan penilain baik oleh para
responden adalah unsur keamanan pelayanan, dengan skor = 2,59.
Walaupun belum terlalu tinggi namun menurut penilaian responden sudah
cukup lumayan. Terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan menjadikan
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dan pelaksanaan pelayanan. Terjaminnya tingkat
keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan, juga keandalan dari
sarana yang digunakan, diharapkan juga memenuhi harapan masyarakat..
Apabila dicermati secara menyeluruh apa yang menjadi unsur penting sebagai

penentu kepuasan masyarakat pada kegiatah pelayanan organisasi publik, menjadi
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wacana penting terutama berkaitan dengan kegiatan manajemen publik. Beberapa
kor?sep pelayanan dengan faktor penentu kepuasan bagi konsumen dalam tiap
organisasi telah banyak dipaparkan oleh beberapa ahli.

Kecempat belas unsur yang meliputi sebagai indeks kepuasan masyarakat
berdasar pada beberapa kesimpulan di atas setidaknya dapat memberikan kontribusi

positif bagi semua pihak.

B. Saran

Keempat belas ukuran baku sebagai indeks kepuasan masyarakat tersebut
di atas merupakan hal penting yang mesti dikembangkan pada organisasi publik
dan secara terus—menerus dibenahi guna memberikan kepuasan bagi masyarakat.
Konsumen yang merasa tidak puas secara psikologi akan merasa tertekan.
Tindakan selanjutnya adalah mengeluh dan mempunyai hasrat untuk mengajukan
keluhan. Penanganan keluhan yang efektif dapat menimbulkaﬁ pengaruh yang
kuat pada tingkat refention konsumen, menangkis merebaknya pemberitaan yang
tidak baik dan memperbaiki kinerja lini bawah. Berikut saran bagi Kantor
Bersama Samsat Kabupaten Kudus, berkaitan dengan beberapa indikator acuan
dalam kegiatan pelayanan sekaligus hasil kajian pengkategorian masing-masing

indikator yang masih perlu dibenahi meliputi :
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UNSUR KINERJA | STRATEGI PROGRAM
UNIT :
1.Kejelasan 1,35 Kejelasan  job | - Membagi pekerjaan sesuai
petugas (Tidak Baik) | description bidang tugasnya
pelayanan - Memberikan nama pada
masing-masing  kelompok
kerja
- Melengkap: atribut dan
identitas petugas '
2 Keadilan 1,50 Penerapan - Pengadaan mesisn/alat
mendapatkan | (Tidak Baik) | sistem FIFO system antrian
pelayanan - Training terhadap petugas
) pelayanan
3.Tanggung 1,62 Kejelasan  job { - Menganalisis beban kerja
jawab petugas | (Tidak Baik) | description masing-masing  kelompok
pelayanan kerja
- Training terhadap petugas
pelayanan
4 Kepastian 1.93 Penigkatan - Penetapan  standar waktu
jadwal (Kurang Baik) | kualitas sumber | pelayanan
pelayanan daya manusia - Training terhadap petugas
pelayanan
5 Kepastian 1,97 Transparansi - Penerangan/visualisasi nama
biaya (Kurang Baik) dan besar biaya vyang
pelayanan diperlukan
- Pemberian  tanda  bukti
pembayaran/kuitansi
6.Persyaratan 2.00 Penyempumaan | - Mengevaluasi sistem
pelayanan (Kurang Baik) | sistem prosedur prosedur yang sudah ada
- Mengurangi persyaratan
' yang tfidak relevan
7 Kedisplinan 2,00 Peningkatan - Training terhadap petugas
petugas (Kurang Baik) | kualitas SDM pelayanan
pelayanan - Penegakkan disiplin {reward
& punishment)
8 Kecepatan 2,01 Peningkatan - Penetapan standar waktu
pelayanan {Kurang Baik) | sarana pelayanan
prasarana dan | - Penggunaaan teknologi
personal komputerisasi

- Training terhadap petugas
pelayanan
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9.Prosedur 2.05 Penyempurnaan | Mengevaluasi sistem prosedur
pelayanan (Kurang Baik) | sistem prosedur | yang sudah ada
10.Kewajaran 2,12 Evaluasi Analisis daya beli
biaya (Kurang Baik) | kebijakan masyarakat
pelayanan Analisis  standar  hidup
masyarakat
11.Kemampuan 2,19 Peningkatan - Training terhadap petugas
petugas (Kurang Baik} | kualitas SDM pelayanan
pelayanan - Job rotation secara rutin
12 Kenyamanan 2,19 Peningkatan K3 | - Penambahan AC
lingkungan | (Kurang Baik) - Penambahan petugas
Cleaning Service
- Pembenahan tata ruang
13 Kewajaran - 226 Peningkatan - Training terhadap petugas
biaya (Kurang Baik) | kualitas SDM pelayanan

pelayanan
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